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Dewan Syari’ah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia pada 
tanggal 13 April 2000 menetapkan fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-
MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah. Fatwa tersebut menjelaskan 
bahwa spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk 
jangka waktunya, namun dalam implementasinya, KSPPS Fastabiq 
Khoiro Ummah Cabang Cepu di dalam akad ijarah yang tertulisnya 
ada yang janggal. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut 
maka dapat diambil rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana prosedur 
pelaksanaan pembiayaan ijarah di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah 
Cabang Cepu?. 2) Bagaimana mekanisme implementasi pembiayaan 
ijarah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 
tentang pembiayaan ijarah?. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui dan memahami secara jelas bagaimana prosedur 
pelaksanaan pembiayaan ijarah di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah 
Cabang Cepu serta memahami dan meneliti bagaimana mekanisme 
implementasi pembiayaan ijarah di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah 
Cabang Cepu. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field 
research) yang mengambil objek di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah 
Cabang Cepu dengan  pendekatan penelitian hukum normatif empiris 
yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami hubungan dan 
keterkaitan antara aspek-aspek hukum dengan realita pelaksanaan di 
KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Cepu. Teknik pengumpulan 
data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data 
terdiri dari data primer yaitu hasil wawancara dari manager cabang, 
Customer Service dan Back Officer (CSBO) dan Relationship Officer 
(RO), dan data sekunder yaitu berupa jurnal penelitian, brosur, Rapat 
Akhir Tahunan (RAT) dan profil KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah 
Cabang Cepu. Setelah data-data terkumpul, penulis menganalisisnya 
dengan metode analisis deskriptif kualitatif. 




prosedur pembiayaan ijarah yang terjadi di KSPPS Fastabiq Khoiro 
Ummah Cabang Cepu sudah sesuai dengan ketentuan syara’ dan 
mekanisme implementasi ketentuan objek ijarah yang tertuang dalam 
akad ijarah antara anggota dengan KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah 
Cabang Cepu sudah sesuai dengan ketentuan objek ijarah yang 
terdapat dalam Fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
pembiayaan ijarah. 
 
Kata Kunci : pembiayaan, ijarah, pembiayaan ijarah, implementasi, 


















لاََّّهوَُّة هلَ  صلاََُّّم هلَ  سلا هوََّّ
ه هعََّاههِِدّي هسََّّ د  مهُمََُّّْيِم
ه ْ
لْاََّّ
ه هعَهوََِِّّلاََِِّّهبْح هصهوََّّْن همهوََّّهِعبهتَّ
َّهْلِيب هسَّْنيِّلا.َّدعبو:َّ
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A. Latar Belakang Masalah 
Manusia sebagai makhluk individu dan makhluk 
sosial tidak bisa terlepas dari kehidupan sosial. Kebutuhan 
hidup manusia meningkat dan beraneka ragam seiring dengan 
meningkatnya peradaban yang memiliki sifat yang tidak 
terbatas, mulai dari memenuhi kebutuhan primer, sekunder 
dan lain-lain. Manusia tidak mungkin mencukupi kebutuhan 
hidupnya tanpa berinteraksi dengan manusia yang lain atau 
masyarakat sebagai kelompok. Termasuk dalam hal ekonomi, 
manusia memerlukan cara-cara untuk memenuhinya, maka 
melakukan interaksi dengan yang lain.  
Salah satu komponen dan sarana penting untuk mendukung 
kebutuhan manusia dalam bidang ekonomi di dunia modern 
ini adalah Koperasi. Keberadaan koperasi sangat dibutuhkan 
oleh masyarakat, baik yang berbentuk simpan pinjam, 
koperasi konsumsi maupun koperasi produksi. 
2 
Koperasi berasal dari kata cooperation (bahasa 
Inggris), yang berarti kerja sama. Sedangkan menurut istilah, 
yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan 
yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk 
memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang 




Koperasi sebagai pelaku ekonomi dapat dibedakan 
dan dilihat dari dua segi: pertama, dari segi bidang usahanya 
dan yang kedua dari segi tujuannya.  
1. Dari segi usahanya, koperasi dapat dibagi menjadi 
dua macam, yaitu:  
a) Koperasi yang berusaha tunggal (single 
purpose), yaitu koperasi yang hanya 
menjalankan satu bidang usaha, seperti 
koperasi yang hanya berusaha dalam bidang 
konsumsi, bidang kredit atau bidang produksi. 
                                                 
1
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT 
RajaGrafindo Persada, 2012, h. 289. 
3 
b) Koperasi serba usaha (multi purpose), yaitu 
koperasi yang berusaha dalam berbagai 
(banyak) bidang, seperti koperasi yang 
melakukan pembelian dan penjualan. 
2. Dari segi tujuannya, koperasi dapat dibagi menjadi 
tiga bagian, yaitu:  
a) Koperasi produksi, yaitu koperasi yang 
mengurus pembuatan barang-barang yang 
bahan-bahannya dihasilkan oleh anggota 
koperasi. 
b) Koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang 
mengurus pembelian barang-barang guna 
memenuhi kebutuhan anggotanya. 
c) Koperasi kredit, yaitu koperasi yang 
memberikan pertolongan kepada anggota-
anggotanya yang membutuhkan modal.
2
 
                                                 
2
 Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah Klasik dan 
Kontemporer, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012, h. 293-294. 
4 
Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 1992 pasal 15 yaitu “Koperasi dapat berbentuk 
Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder”.3 
a. Koperasi primer adalah koperasi yang 
didirikan oleh dan beranggotakan orang-
seorang. 
Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-
kurangnya 20 orang. 
b. Koperasi sekunder didirikan oleh dan 
beranggotakan koperasi. 
Berbeda dengan koperasi primer, koperasi 
sekunder meliputi semua koperasi yang 
didirikan oleh beranggotakan koperasi primer 
dan/atau koperasi sekunder 
Macam-macam koperasi tersebut dapat disebut 
koperasi konvensional, koperasi konvensional tentu berbeda 
dengan koperasi syari’ah, koperasi syari’ah merupakan badan 
                                                 
3
 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperasian. 
5 
usaha koperasi yang menjalankan usaha-usahanya dengan 
prinsip syari’ah Islam yaitu Al-Qur’an dan As-Sunnah. Secara 
teknis koperasi syari’ah bisa dibilang sebagai koperasi yang 
prinsip anggota dan kegiatannya berdasarkan syari’ah Islam. 
Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil 
Menengah, Koperasi syari’ah Indonesia merupakan koperasi 
sekunder yang beranggotakan koperasi syari’ah primer yang 
tersebar di seluruh Indonesia, koperasi syari’ah merupakan 
sebuah konversi dari konvensional melalui pendekatan yang 
sesuai dengan peneladanan ekonomi yang dilakukan 
Rasulullah dan para sahabatnya.
4
 
Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha 
Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 
16/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan 
Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari’ah oleh 
Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari’ah 
selanjutnya dalam peraturan ini disebut KSPPS adalah 
                                                 
4
 http://kementeriankoperasi.com/pengertian-koperasi-
syariah/, diakses pada tanggal 20 Juni 2017, pukul 08.30 WIB  
6 
koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, 
pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syari’ah, termasuk 
mengelola zakat, infaq atau sedekah, dan wakaf.
5
 
Salah satu KSPPS yang terbesar di Pati adalah KSPPS 
Fastabiq Khoiro Ummah. KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah 
memiliki 24 cabang yang berdiri di daerah Pati dan 
sekitarnya, salah satunya di Kecamatan Cepu Kabupaten 
Blora yang bernama KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang 
Cepu. 
KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Cepu dalam 
operasionalnya telah memiliki dua kegiatan yaitu : 
1. Tamwil yaitu melakukan pengembangan 
usaha-usaha produktif dan investasi dalam 
meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha 
mikro dan kecil antara lain dengan 
mendorong kegiatan menabung dan 
menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. 
                                                 
5
 PERMEN No. 16/PER./M.KUKM/IX/2015 tentang 
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan 
Syari’ah oleh Koperasi. 
7 
2. Maal yaitu KSPPS menerima titipan dana 
zakat, infaq dan sedekah serta 
mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan 
peraturan dan amanahnya. 
Dari kedua kegiatan di atas, KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah 
Cabang Cepu lebih memfokuskan diri untuk meningkatkan 
kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota 
khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui pemberian 
pembiayaan. 
Pembiayaan merupakan salah satu faktor terpenting 
bagi suatu lembaga keuangan, karena melalui pembiayaan 
dapat diketahui suatu lembaga keuangan dalam mensirkulasi 
dana yang telah dihimpun dari masyarakat. Ada 4 (empat) 
produk pembiayaan di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah yaitu 
murabahah, mudharabah, musyarakah dan ijarah. Hal ini 
diperbolehkan berdasarkan Q.S. An-Nisa’ [4]: 29 : 




















أََٰٰٓٓ نوُك تََٰٰٓٓ  ِجتَٰٓ ة  رَٰٓ
و  عََٰٰٓٓ  ضا ر تََٰٰٓٓ  مُكيِّنََٰٰٓٓ
 
ل  وََٰٰٓٓ ق تَٰٓٓوُلُتَٰٓ
ْ
آََٰٰٓ  مُك  سُفى
 
أََٰٰٓٓذِنإَٰٓٱَٰٓ ذللََّٰٰٓٓ ن  كَََٰٰٓٓ مُِكبََٰٰٓٓ هيِح رآَٰ٢٩َٰٓ 
8 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka 
sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh 
dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu.”(Q.S. An-Nisa’: 29)6 
 
Salah satu produk pembiayaan yang diterapkan di 
KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Cepu sekaligus yang 
akan penulis teliti adalah ijarah. 
Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang 
atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya 
sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik.
7
 
Secara teoritis berdasarkan Fatwa Dewan Syari’ah 
Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan 
Ijarah di dalam ketentuan objek ijarah disebutkan bahwa 
“manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk 
menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan 
mengakibatkan sengketa dan spesifikasi manfaat harus 
                                                 
6
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya 
(Ayat Pojok Bergaris), Semarang: CV. Asy-Syifa’, h. 65. 
7
 Muhammad Ridwan, Konstruksi Bank Syari’ah 
Indonesia, Yogyakarta: Pustaka SM, 2007, h. 51. 
9 
dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa 
juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik”.8 
Sedangkan dalam pelaksanaannya ketika penulis ikut 
berpartisipasi (pra riset) di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah 
Cabang Cepu ada sesuatu hal yang aneh atau berbeda yaitu 
saat berlangsungnya ijab dan qabul pihak KSPPS 
menjelaskan seberapa besar tarif sewa manfaat atas barang 
setiap bulannya dan biaya administrasi yang harus dibayarkan 
kepada pihak penyewa namun di dalam akad ijarah yang 
tertulis mengenai hal spesifikasi manfaat atas suatu barang 
yang disewakan maupun jangka waktunya, karena hal itulah 
yang mendorong penulis ingin mengetahui lebih dalam lagi. 
Pada saat ini anggota perlu untuk mengetahui 
bagaimana realisasi atau proses implementasi pembiayaan 
ijarah secara tepat dan benar, apakah sudah sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam ajaran Islam 
                                                 
8
 Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syari’ah, Jakarta: Sinar 
Grafika, 2008, h. 255. 
10 
dan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama 
Indonesia. 
Berdasarkan keterangan itulah yang melatarbelakangi 
penulis memilih tema ini dengan judul: “ANALISIS 
TERHADAP IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN IJARAH 
BERDASARKAN FATWA DSN-MUI NO. 09/IV/2000 
TENTANG PEMBIAYAAN IJARAH (Studi Kasus di KSPPS 
Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Cepu)” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan 
di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya 
yaitu: 
1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pembiayaan ijarah 
di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Cepu? 
2. Bagaimana mekanisme implementasi pembiayaan 
ijarah berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-
MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Tujuan Akademis 
Untuk memenuhi kewajiban dan persyaratan guna 
memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum 
ekonomi syari’ah di Universitas Islam Negeri (UIN) 
Walisongo Semarang. 
2. Tujuan Fungsional 
a. Untuk mengetahui dan memahami secara 
jelas bagaimana prosedur pelaksanaan 
pembiayaan ijarah di KSPPS Fastabiq Khoiro 
Ummah Cabang Cepu. 
b. Untuk mengetahui, memahami dan meneliti 
bagaimana mekanisme implementasi 
pembiayaan ijarah di KSPPS Fastabiq Khoiro 
Ummah Cabang Cepu, apakah sudah sesuai 
dengan konsep Fatwa Dewan Syari’ah 
Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Majelis 
Ulama Indonesia tentang pembiayaan ijarah. 
12 
 
Sedangkan manfaat penelitian ini adalah : 
1. Dijadikan bahan kajian serta sumbangan pemikiran 
ilmiah untuk menambah ilmu pengetahuan yang 
berkaitan dengan akad pembiayaan ijarah. 
2. Memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan 
sekaligus kontribusi untuk para peneliti Muslim yang 
akan datang untuk diteliti lebih dalam lagi mengenai 
konsep dan praktik pembiayaan ijarah. 
3. Sebagai kajian pengetahuan bagi pengamat lembaga 
keuangan syari’ah serta menambah pemikiran bagi 
pengelola-pengelola lembaga keuangan syari’ah. 
D. Telaah Pustaka 
Menurut penulusuran penulis, terdapat beberapa 
pustaka berupa buku-buku terbitan hasil penelitian, skripsi, 
tesis dan lain-lain yang sejenis dengan skripsi ini. 
Dari beberapa tulisan tersebut diantaranya adalah : 
13 
Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Mila Sartika dan 
Hendri Hermawan Adinugraha Dosen Universitas Dian 
Nuswantoro Semarang, yang berjudul Implementasi Ijarah 
dan IMBT pada Bank BRI Syari’ah Cabang Yogyakarta. 
Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa bank syari’ah membeli 
apa yang diinginkan oleh nasabah yang berupa alat-alat 
perlengkapan, dan terkadang juga barang yang tidak bergerak 
(seperti rumah), dan bank syari’ah menyewakannya kepada 
mereka, dengan harga yang telah disepakati. Biasanya, 
pengembaliannya dengan cara angsuran tiap bulan atau 
dengan cara berkala sesuai dengan kesepakatan pada akad. 
Lalu bank syari’ah memberikan mereka pilihan di saat 
berakhirnya kontrak, untuk  memiliki barang yang disewa 
dengan cara membelinya dari bank (ijarah muntahiyah bi al-




                                                 
9
 Mila Sartika dan Hendri Hermawan, Implementasi Ijarah 
dan IMBT pada Bank BRI Syari’ah Cabang Yogyakarta, Economica 
(Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam), 8:1, Semarang: 
Mei 2016, h. 114. 
14 
Skripsi yang ditulis oleh Indah Deliyani 
(204046102926) Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum 
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2008, yang berjudul Analisa 
Terhadap Aplikasi Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada BMT 
Al-Munawwarah. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa 
produk pembayaran ijarah multijasa menggunakan 2 (dua) 
akad yaitu akad ijarah dan wakalah, artinya BMT Al-
Munawwarah memberikan jasa dalam memenuhi kebutuhan 
para mitra dan memberikan kuasa kepada mitra (nasabah) 
untuk membayar kepada pihak ketiga. Sehingga antara BMT 
dan pihak ketiga tidak terjadi transaksi apapun. Dalam proses 
membayar, mitra dapat mencicil dengan cara harian, 
mingguan atau bulanan yang sesuai dengan kemampuan 
mitra. Dari produk ini BMT Al-Munawwarah berhak 
mendapatkan imbalan dari mitra (nasabah) atas jasa yang 
diberikan dengan kesepakatan di awal dan dinyatakan dalam 
bentuk nominal bukan prosentase karena pembiayaan ini 
bukan ditujukan untuk pembiayaan produktif, melainkan 
pembiayaan konsumsi. Ujrah yang dikenakan pada BMT 
15 
lebih besar dibandingkan pada bank syariah karena BMT 
memerlukan lebih banyak dana untuk menutupi biaya 
operasionalnya. Akad ijarah yang diikuti dengan akad 
wakalah tidak tepat karena objek pada akad ijarah di sini 
adalah sewa jasa namun pada aplikasinya di BMT Al-
Munawwarah yang dipakai adalah uang seperti yang sudah 
dijelaskan di atas. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan fikih 
muamalah dan juga fatwa DSN tentang pembiayaan ijarah. 
Dalam hal ini akad yang digunakan hanya untuk 
menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal 
dengan menggunakan akad Islami sedangkan hal ini tidak ada 
bedanya dengan konvensional dimana uang 
dikembangbiakkan yang mengandung unsur riba. Penggunaan 
akad ijarah seperti direkayasa untuk lembaga keuangan 
memperoleh keuntungan dari nasabahnya mengingat banyak 
masyarakat yang membutuhkan pembiayaan ini unuk 
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 Indah Deliyani, Analisa Terhadap Aplikasi Pembiayaan 
16 
Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Pahrudin 
(208046100017) Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum 
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2014, yang berjudul Analisis 
Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Ijarah di Koperasi 
Jasa  Keuangan Syari’ah Pekerja Pos Indonesia. Dalam 
penelitian ini dijelaskan bahwa pembiayaan ijarah Koperasi 
Jasa  Keuangan Syari’ah Pekerja Pos Indonesia menggunakan 
metode margin flat yang dikelola dengan sistem komputer. 
Pada pembiayaan ijarah ini, pihak Koperasi Jasa Keuangan 
Syari’ah Pekerja Pos Indonesia menyerahkan keputusan 
pencairan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan antar 
penyewa dan pembeli. Bank mendapatkan keuntungan dari 
ujrah yang disepakati antara bank dengan nasabah. Sedangkan 
nasabah mendapatkan dana untuk membayar kebutuhannya.
11
 
Perbedaan penelitian yang peneliti lakukan dengan 
penelitian tersebut di atas adalah pada penelitian pertama, 
                                                                                                         
Ijarah Multijasa Pada BMT Al-Munawwarah, Skripsi UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta, 2008. 
11
 Ahmad Pahrudin, Analisis Penerapan Akad Ijarah Pada 
Pembiayaan Ijarah di Koperasi Jasa  Keuangan Syari’ah Pekerja 
Pos Indonesia, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014. 
17 
meneliti mengenai implementasi ijarah dan IMBT pada Bank 
BRI Syari’ah Cabang Yogyakarta. Pada penelitian kedua, 
meneliti mengenai pembiayaan ijarah multijasa yang ada di 
BMT Al-Munawwarah dan mencari apakah aplikasi yang 
dilakukan BMT tersebut sudah sesuai dengan fatwa yang 
disusun oleh DSN dan juga untuk melihat apakah pembiayaan 
multi jasa memberikan keuntungan pada BMT Al-
Munawwarah. Sedangkan pada penelitian ketiga meneliti 
mengenai analisis akad pembiayaan ijarah pada tahun 2012-
2013 di Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Pekerja Pos 
Indonesia.  
Sedangkan dalam skripsi yang akan penulis teliti 
membahas tentang pembiayaan dengan akad ijarah 
berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 
tentang Pembiayaan Ijarah dan menitik beratkan pada 
spesifikasi manfaat dan jangka waktunya yang janggal dalam 
surat perjanjian yang dibuat oleh KSPPS Fastabiq Khoiro 
Ummah Cabang Cepu, dengan judul ANALISIS TERHADAP 
IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN IJARAH 
18 
BERDASARKAN FATWA DSN-MUI NO. 09/DSN-
MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN IJARAH (Studi 
Kasus di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Cepu). 
E. Metodologi Penelitian 
Metodologi Penelitian adalah sekumpulan teknik atau 
cara yang digunakan dalam penelitian yang meliputi proses 
perencanaan sampai pelaporan hasil penelitian. Metode yang 
digunakan dalam penulisan skripsi ini dapat dijelaskan 
sebagai berikut : 
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 
Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan 
(field research), yaitu penelitian yang meneliti objek di 
lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang 
jelas dan konkret tentang hal-hal yang berhubungan 
dengan permasalahan yang diteliti.
12
 Dalam hal ini 
peneliti akan meneliti di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah 
Cabang Cepu. 
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 Sumardi Suryabrata, Metode Penelitian, Jakarta: 
Rajawali Press, 1992, h. 18 
19 
Adapun dalam kajian penelitian hukum, penelitian ini 
termasuk jenis penelitian normatif empiris. Penelitian 
normatif empiris atau non doktrinal adalah penelitian 
berdasarkan tingkah laku atau aksi-aksi dan interaksi 
manusia yang secara aktual sedangkan penelitian normatif 
atau doktrinal adalah penelitian berdasarkan norma baik 
yang diidentikkan dengan keadilan yang harus 
diwujudkan (ius constituendum) ataupun norma yang 
telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang 
secara positif terumus jelas (ius constitutum). Untuk 
menjamin kapasitasnya, dan juga yang berupa norma-
norma yang merupakan produk dari seorang hakim 
(judgments) pada waktu hakim itu memutuskan suatu 
perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan 
dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara. Jadi 
penelitian normatif empiris pada dasarnya merupakan 
penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan 
unsur empiris. Upaya tersebut dimaksudkan untuk 
memahami hubungan dan keterkaitan antara aspek-aspek 
20 
hukum dengan realita pelaksanaan pembiayaan ijarah di 
KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Cepu. 
2. Sifat Penelitian  
Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Deskriptif 
adalah metode yang menggunakan data. Data yang 
dihimpun berupa fakta atau gambar, yang kemudian 
digambarkan apa, mengapa, dan bagaimana suatu 
kejadian terjadi. Sedangkan analisis adalah menguraikan 
sesuatu dengan cermat dan jelas.
13
 Dalam penelitian ini 
akan dideskripsikan secara rinci dan sistematis mengenai 
permasalahan yang ada dalam praktik pembiayaan ijarah 
di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Cepu. 
3. Sumber Data dan Bahan Hukum 
a. Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari 
mana penelitian diperoleh. Penelitian yang dilakukan 
adalah penelitian kasus yaitu suatu penelitian yang 
                                                 
13
 Djam’an Satori, Metodologi Penelitian Kualitatif, 
Bandung: Alfabeta, 2013, h. 28. 
21 
dilakukan secara intensif dan mendalam terhadap 
suatu transaksi. Adapun sumber data yaitu terdiri dari: 
1) Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh 
langsung dari sumbernya, baik melalui 
wawancara, observasi maupun laporan dalam 
bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian 
diolah oleh peneliti.
14
 Sumber data primer ini 
berbentuk wawancara dengan pihak KSPPS 
Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Cepu mengenai 
akad pembiayaan ijarah. 
2) Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh 
dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang 
berhubungan dengan objek penelitian, hasil 
penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, 
                                                 
14
 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar 
Grafika, 2014, h. 106. 
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disertasi, dan peraturan perundang-undangan 
15
 
yang berkaitan dengan permasalahan yang 
dihadapi. 
b. Bahan Hukum 
1) Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer adalah bahan hukum 
yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas 
seperti undang-undang, catatan-catatan resmi 
atau risalah dalam pembuatan perundang-
undangan. Dalam hal ini peneliti menggunakan 
bahan hukum primer yang berupa fatwa DSN-
MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
pembiayaan ijarah. 
2) Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder yang terutama adalah 
buku teks karena berisi mengenai prinsip-prinsip 
dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan 
klasik para sarjana yang memiliki kualifikasi 




tinggi. Disamping buku teks, bahan hukum 
sekunder diperoleh berupa tulisan-tulisan tentang 
hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal-
jurnal. Dengan terlebih dahulu merujuk kepada 
bahan-bahan tersebut, peneliti dapat mengetahui 




3) Bahan Hukum Tersier 
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum 
penunjang yang memberikan petunjuk maupun 
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 
bahan hukum sekunder, seperti kamus dan data-
data lain diluar bidang hukum yang dipergunakan 





                                                 
16
 Peter Mahmud M., Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 
2007, h. 143. 
17
 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: 
Raja Grafindo Persada, 2003, h. 185. 
24 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik Pengumpulan Data merupakan cara 
mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab 
rumusan masalah penelitian.
18
 Riset lapangan ini penulis 
lakukan di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Cepu 
dengan menggunakan metode sebagai berikut: 
a. Metode Observasi 
Observasi didefinisikan sebagai suatu proses 
melihat, mengamati, dan mencermati serta 
“merekam” perilaku secara sistematis untuk suatu 
tujuan tertentu.
19
 Ada dua jenis observasi yaitu 
partisipan dan non-partisipan. 
Observasi partisipan adalah observasi yang 
dilakukan oleh peneliti yang berperan sebagai anggota 
yang berperan serta dalam kehidupan masyarakat 
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 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, Jakarta: 
Prenadamedia Group, 2011, h. 138. 
19
 Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, dan Focus 
Groups Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif, Jakarta: PT. 




 Sedangkan observasi nonpartisipan 
adalah observasi yang menjadikan peneliti sebagai 
penonton atau penyaksi terhadap gejala atau kejadian 
yang menjadi topik penelitian.
21
 Metode observasi 
yang digunakan adalah observasi nonpartisipan 
karena peneliti bertindak sebagai observator untuk 
mengamati praktik pembiayaan ijarah di KSPPS 
Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Cepu. 
b. Metode Wawancara  
Wawancara adalah sebuah proses interaksi 
komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua 
orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting 
alamiah, dimanaarah pembicaraan mengacu kepada 
tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan 
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 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif : Analisis Data, 
Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012, h. 39. 
21
 Ibid, h. 40. 
22
 Haris Herdiansyah, Wawancara..., h. 31. 
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Dalam hal ini yang diwawancarai adalah 
manajer cabang serta staff (Customer Service and 
Back Officer/CSBO, Teller dan Relationship 
Officer/RO) KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang 
Cepu dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang 
sudah terstruktur tentang produk-produk yang ada di 
KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Cepu, 
kemudian satu per satu diperdalam dalam 
memperoleh keterangan lebih lanjut mengenai hal-hal 
yang diteliti. 
c. Metode Dokumentasi 
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan 
data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai 




Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data-
data dengan arsip, buku, dan lain sebagainya yang ada 
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 Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian & Teknik 
Penyusunan Skripsi, Jakarta: Rineka Cipta, 2011, h. 112. 
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dan terdapat di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah 
Cabang Cepu yang berhubungan dengan penelitian 
ini. 
5. Teknik Analisis Data 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 
atau penelitian lapangan. Setelah data terkumpul 
untuk menyusun data penulis menggunakan metode 
deskriptif analisis yaitu suatu metode dimana 
prosedur pemecahan penelitian dengan 
menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek atau 
objek pada seseorang atau lembaga pada saat 




Analisis ini yang sifatnya kualitatif tidak 
hanya mampu mengidentifikasi pesan-pesan manifest, 
melainkan juga latent messages dari sebuah dokumen 
yang diteliti. Peneliti akan mampu melihat 
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 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, 
Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995, h. 63. 
28 
kecenderungan media berdasarkan content, process, 
dan emergence dari dokumen-dokumen yang diteliti.
25
 
Kemudian dalam metode ini, penulis 
berusaha menjelaskan suatu subjek permasalahan 
secara sistematis serta memberikan analisa secara 
cermat dan tepat terhadap objek kajian pada praktik 
pembiayaan ijarah di KSPPS Fastabiq Khoiro 
Ummah Cabang Cepu. 
Adapun langkah-langkah dalam analisis data 
kualitatif meliputi: 
1. Reduksi data yaitu memilah-milah data, 
kemudian disesuaikan dengan tujuan, reduksi 
data di sini maksudnya peneliti menggunakan 
bahan hukum berupa fatwa DSN-MUI No. 
09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan 
ijarah. 
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 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif: 
Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer, 
Jakarta: Rajawali Pers, 2012, h. 199. 
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2. Display data yaitu digunakan untuk dapat melihat 
gambaran keseluruhan atau bagian-bagian 
tertentu dari gambaran keseluruhan. Dalam 
display data, penyajian data dapat dilakukan 
dalam bentuk metrik, bagan maupun narasi. 
3. Kesimpulan data verifikasi yaitu menyimpulkan 
hasil penelitian yang telah dilakukan
26
 mengenai 
analisis terhadap implementasi pembiayaan 
ijarah berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 
09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan 
ijarah di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah 
Cabang Cepu.  
F. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini 
dibagi menjadi lima bab, yaitu : 
Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi 
pokok-pokok permasalahan yang mencakup latar belakang 
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 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial, 
Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2009, h. 150-151. 
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masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 
telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika 
penulisan. 
Bab kedua penulis menggambarkan tentang 
pengertian ijarah, dasar hukum ijarah, rukun dan syarat 
ijarah, jenis ijarah dan ketentuan ijarah dalam Fatwa DSN-
MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah. 
Bab ketiga meliputi profil KSPPS Fastabiq Khoiro 
Ummah Cabang Cepu, produk pada KSPPS Fastabiq Khoiro 
Ummah Cabang Cepu dan pelaksanaan pembiayaan ijarah di 
KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Cepu. 
Bab keempat merupakan inti dari penulisan skripsi 
yang di dalamnya mencakup analisis prosedur pelaksanaan 
pembiayaan ijarah di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah 
Cabang Cepu dan analisis mekanisme implementasi Fatwa 
Dewan Syari’ah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
pembiayaan ijarah. 
Bab kelima merupakan bab terakhir dari keseluruhan 
rangkaian pembahasan penelitian ini, maka penulis 
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mengemukakan beberapa kesimpulan, dimana kesimpulan 
merupakan jawaban dari pokok permasalahan kemudian 
diikuti dengan saran-saran dan diakhiri dengan kata penutup. 
 
BAB II 
KONSEP DASAR IJARAH DALAM HUKUM ISLAM 
 
A. Konsep Ijarah 
1. Pengertian Ijarah 
Dalam transaksi pembiayaan yang terdapat pada 
KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Cepu, salah satu 
akad yang digunakan adalah akad pembiayaan ijarah. 
Kata ijarah diderivasi dari bentuk fi’il “ajara-ya‟juru-
ajran.” Ajran semakna dengan kata al-„iwadh yang 
mempunyai arti ganti dan upah, dan juga dapat berarti 
sewa atau upah.
1
 Dari sini dapat disimpulkan bahwa 
ijarah menurut bahasa adalah ganti dan upah. 
Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda 
mendefinisikan ijarah, antara lain adalah sebagai berikut: 
                                                 
1
 Qamarul Huda, Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Teras, 
2011, h. 77. 
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Menurut Sayyid Sabiq yang dikutip oleh Ascarya, 




Menurut Hanafiyah ijarah adalah: 






ما َيِوٍةَدِْ ُصْقَو ٍةَو َِ ُنْعَو ٍةَعَْفٌَوا ٍض  
Artinya: “Akad untuk membolehkan pemilikan 
manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu 
zat yang disewa dengan imbalan.”3 
 
Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie dalam bukunya 
Hendi Suhendi, ijarah ialah: 
 ْىَت ْى
َ
أ ٍةَدْوُْدَمٍَة َّدُِىب ِْئي َّشلِاةَعَْفٌَو ََِعَلةَمَداَبُى
ْ
لاٌةَِْع ُْطَِمٌدْقَع ٍضاَِ ِِعبا َُ ُْكِين
 ُْعيَب َييُِ
َف  ِِعفاٌَ َى
ْ
لا  
Artinya: “Akad yang objeknya ialah penukaran 
manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan 
manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual 
manfaat.”4 
 
Menurut Zainuddin Ali di dalam bukunya “Hukum 
Perdata Islam di Indonesia” menerangkan bahwa yang 
dimaksud dengan ijarah adalah suatu transaksi sewa-
                                                 
2
 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syari‟ah, Jakarta: 
Rajawali Pers, 2015, h. 99. 
3 
Qamarul Huda, Ibid.  
4
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT 
RajaGrafindo Persada, 2011, h. 114-115. 
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menyewa antara pihak penyewa dengan yang 
mempersewakan sesuatu harta atau barang untuk 




Menurut Syech al-Imam Abi Yahya Zakaria al-
Anshori di dalam kitabnya “Fath Al-Wahab” 
menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ijarah adalah 
memiliki atau mengambil manfaat suatu barang dengan 




Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik 
kesimpulan bahwa pengertian ijarah adalah suatu akad 
yang bertujuan untuk mengambil hak guna (manfaat) atas 
suatu barang maupun jasa yang diterima dari orang lain 
dalam waktu tertentu dengan jalan membayar sewa 
                                                 
5
 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, 
Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 150. 
6
 Abi Yahya Zakaria, Fath al-Wahab, Juz I, Semarang: 
Maktabah, Toha Putra, h. 246. 
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(ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan 
barang dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. 
2. Dasar Hukum Ijarah 
Para ulama dari berbagai madzhab telah sepakat, 
bahwa ijarah diperbolehkan menurut hukum. Adapun 
dasar hukum yang digunakan sebagai landasan adalah Al-
Qur’an, Hadits, Ijma’ dan Kaidah Fiqh. 
1) Dasar hukum ijarah dalam Al-Qur’an adalah: 
a. Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 233 
 َوٱ 
 
م  َو  َِدم ُت   ُري  عِط َي   و
َ




أ  َِّهُجي 




ل  ِ َىِدُِل  ُ
َ
لۥ   ِزر َّي ُُ ُؼ   ِسكَو َّي ُُ ُت َِ  ِ بٱ 
 
ل  عَى  ِفوُر  
َ
ل 
 ُفَّنَُؾث   فَن ٌس  
َّ
ِلإ   ُسو  ا َُ َع  
َ
ل آَُظث َّر   َو  ُة َِلِ ا ََ ِ
َ
لِ َِ ِ ب  
َ













لاَِصف يَع   ضاََرث   ٌ ِّواَى ُُ 
  رُواََشتَو  ََلف  َحا
ٌَ ُج   َينَع  اَىُِ  




أ   َست  َت ِٓ ُعِط 
ْ
ا   و
َ
أ  َل  هُؽَد 
 ََلف  َحاٌَ ُج   َينَع  هُؾ اَِذإ   ىَّنَسهُج  ٓ ا َّو   َيثاَءهُج  ِ بٱ 
 
ل  عَى  ِفوُر  َوٱ 
ْ
ِا ُق َّت ٱ َ َّللّ 




أ ٱ َ َّللّ اَِىب   عَت َنُِنَى   يَِصب ٢٣٣                   
 
Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan 
anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu 
bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. 
Dan kewajiban ayah memberi makan dan 
pakaian kepada para ibu dengan cara ma´ruf. 
Seseorang tidak dibebani melainkan menurut 
kadar kesanggupannya. Janganlah seorang 
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ibu menderita kesengsaraan karena anaknya 
dan seorang ayah karena anaknya, dan 
warispun berkewajiban demikian. Apabila 
keduanya ingin menyapih (sebelum dua 
tahun) dengan kerelaan keduanya dan 
permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas 
keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu 
disusukan oleh orang lain, maka tidak ada 
dosa bagimu apabila kamu memberikan 
pembayaran menurut yang patut. 
Bertakwalah kamu kepada Allah dan 
ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa 
yang kamu kerjakan.”7 
 
Ayat tersebut menerangkan bahwa 
setelah seseorang mempekerjakan orang lain 
hendaknya memberikan upahnya. Dalam hal 
ini menyusui adalah pengambilan manfaat 
dari orang yang dikerjakan. Jadi, yang dibayar 
bukan harga air susunya melainkan orang 
yang dipekerjakannya. 
b. Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 282 
 
                                                 
7
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya 
(Ayat Pojok Bergaris), Semarang: CV. Asy-Syifa’, h. 29. 
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ِلَإ ٍي يَِدب هُجَنياََدث اَِذإ 
ْ
آِ ٌُ َواَء َييِ
َّ




Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, 
apabila kamu bermu´amalah tidak secara 
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah 
kamu menuliskannya...”8 
 
Ayat tersebut merupakan nasihat dan 
bimbingan dari Allah SWT bagi hamba-
hamba-Nya yang beriman, jika mereka 
melakukan muamalah secara tidak tunai, 
hendaklah mereka menulisnya supaya lebih 
dapat menjaga jumlah dan batas waktu 
muamalah serta lebih menguatkan bagi saksi. 
c. Q.S. Al-Qashash [28] ayat 26 
  تَماَق   ِحإ  ىَداَى ُُ  ََٰٓي َِتب
َ
أ ٱ  س َت ٔٔ  رِج  ُه  َِّنإ  َ  يَخ  
 ِيَو ٱ  س َت ٔٔ  رَج َت ٱ 
 
م ُِّيَِق ٱ 
َ  
ل ُيِْو ٢٦  
Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu 
berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai 
orang yang bekerja (pada kita), karena 
sesungguhnya orang yang paling baik yang 
                                                 
8
 Usman el-Qurtuby, Al-Qur‟an Cordoba (Special for 
Muslimah), Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2017, 
hlm. 48. 
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kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah 
orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”9 
 
Ayat tersebut berkisah tentang 
perjalanan Nabi Musa AS bertemu dengan 
putri Nabi Ishaq, salah seorang putrinya 
meminta Nabi Musa AS untuk disewa 
tenaganya guna menggembala domba. 
Kemudian Nabi Ishaq mengatakan bahwa 
Nabi Musa AS mampu mengangkat batu yang 
hanya diangkat oleh sepuluh orang dan 
mengatakan “karena sesungguhnya orang 
yang paling baik yang kamu ambil bekerja 
(pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat 
dipercaya”. Cara ini menggambarkan proses 
penyewaan jasa seseorang dan bagaimana 
pembiayaan upah itu dilakukan.
10
 
d. Q.S. Az-Zukhruf [43] ayat 32 
                                                 
9
 Ibid, h. 310. 
10
 Diyamuddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 154. 
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  ه َُ
َ
أ   قَي َنُِىِس  َ  َحر َت   َِكّبَر   
َ
ن ُي   ىََسقاٌَ   َيبه ُُ ٌَ   ه ُُ َجَشِيع َّو  ِف ٱ َ
 
ل  ِ َي ِ ة 
ٱ  ن ُّلِ  اَي   عَػَرَواٌَ   عَب  ه ُُ َظ   ِ َف َق   عَب  ض   َجَرَد  ت  َذِخََّج ِ
ّ
لّ   عَبه ُُ ُظ   عَب ىظا 
  خُس ىِّير  ا  َ  َحرَو ُت  َِكّبَر    يَخ ا َّىِّم   َي َنُِعَى ٣٢  
Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi 
rahmat Tuhanmu?. Kami telah menentukan 
antara mereka penghidupan mereka dalam 
kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan 
sebahagian mereka atas sebagian yang lain 
beberapa derajat, agar sebagian mereka 
dapat mempergunakan sebagian yang lain. 
Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa 
yang mereka kumpulkan.”11 
 
Lafadz “sukhriyyan” yang tepat dalam 
ayat di atas bermakna saling menggunakan. 
Namun pendapat Ibnu Katsir dalam buku 
Pengantar Fiqih Muamalah karangan 
Diyamuddin Djuwaini, lafadz ini diartikan 
dengan supaya kalian saling mempergunakan 
satu sama lain. Terkadang manusia 
membutuhkan sesuatu yang berada dalam 
kepemilikan orang lain, dengan demikian 
orang tersebut bisa mempergunakan sesuatu 
                                                 
11
 Ibid, h. 392. 
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itu dengan cara melakukan transaksi, salah 




Dari ayat-ayat tersebut ditegaskan 
tentang dibolehkannya akad ijarah atau sewa 
menyewa dikarenakan adanya manfaat yang 
dapat dicapai. Berlakulah jujur pada akad 
yang telah disepakati karena sesungguhnya 
Allah SWT Maha Melihat dan Maha 
Mengetahui semua yang dilakukan hamba-
Nya. 
2) Dasar hukum ijarah dalam hadits adalah: 
Hadits riwayat Ibnu Majah:  
 ْيَع  ِْدبَع  ِّللّا  ِْيب  ََلاقَرَىُع  َلاَق  ُل ِْ َُسر  ِللّا  َّلَّص  ّللّا  ٍَِْينَع 






أ  َْلبَؼ  ْن
َ
أ  َّفَِي  ٍُ
ُقَرَع 
Artinya: Dari Abdullah bin Umar, ia 
berkata bahwa Rasulullah shallallahu 
„alaihi wasallam pernah bersabda, 
“Berikanlah upah kepada para pekerja 
sebelum keringatnya mengering.” (HR. 
                                                 
12




Dari hadits tersebut dapat ditarik 
kesimpulan bahwa akad ijarah dibolehkan 
atas dasar kebutuhan masyarakat terhadap 
manfaat ijarah sebagaimana kebutuhan 
mereka terhadap barang atau jasa yang nyata. 
3) Dasar hukum ijarah dalam Ijma’ adalah: 
Semua ulama bersepakat, tidak ada 
seorang ulama pun yang membantah 
kesepakatan (ijma‟) ini, sekalipun ada 
beberapa orang diantara mereka yang berbeda 
pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.”14 
Pakar-pakar keilmuan dan 
kecendikiawan sepanjang sejarah di seluruh 
negeri telah sepakat akan legitimasi ijarah.  
Dari beberapa nash yang ada dapat 
dipahami bahwa ijarah itu disyari’atkan 
                                                 
13
 Ibnu Majah, Shahih Sunan Ibnu Majah, e_book, no. 
2473. 
14
 Hendi Suhendi, Fiqh..., h. 116. 
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dalam Islam, hal itu didasarkan pada manusia 
keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena 
itu, manusia antara yang satu dengan yang 
lain 
selalu terikat dan saling membutuhkan. Ijarah 
(sewa menyewa) merupakan salah satu 
aplikasi keterbatasan yang 
dibutuhkan manusia dalam kehidupan 
bermasyarakat. Bila 
dilihat uraian diatas, rasanya mustahil 
manusia 
berkecukupan hidup tanpa berijarah dengan 
manusia. Oleh 
karena itu boleh dikatakan bahwa pada 
dasarnya ijarah itu 
adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua 
pihak atau 
saling meringankan, serta termasuk salah satu 
bentuk 
43 
tolong menolong yang diajarkan agama. 
Ijarah merupakan 
salah satu jalan untuk memenuhi hajat 
manusia, oleh sebab 





4) Dasar hukum ijarah dalam Kaidah Fiqh 
adalah: 
Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip 
oleh A. Djazuli, dasar hukum ijarah dalam 













لَُدي  ٌْلِلَّد ا َُ ِْىِيْر
َ
تَ ََعَل. 
Artinya: Pada dasarnya semua bentuk 
muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil 
yang mengharamkannya. 
 
Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam 
setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya 
                                                 
15
 Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, Bandung: CV Pustaka 
Setia, 2011, h. 121-124. 
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boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, 
kerja sama (mudharabah atau musyarakah), 
perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-
tegas diharamkan seperti mengakibatkan 
kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.
16
 
Berdasarkan dasar hukum di atas dapat dipahami 
bahwa ijarah disyari’atkan oleh firman Allah, hadits, 
ijma’ dan kaidah fiqh dan diberlakukan pada masa 
Rasulullah SAW dan beliau tidak melarangnya, karena 
manusia dapat saling bermanfaat untuk orang lain. 
3. Rukun dan Syarat Ijarah 
Ijarah atau sewa menyewa dianggap sah apabila 
telah memenuhi rukun dan syaratnya. 
1. Rukun Ijarah 
Menurut jumhur ulama rukun ijarah terdiri 
dari mu‟jir, musta‟jir, ajr, manfaat dan shighah (ijab-
                                                 
16
 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum 
Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis, 




 Mu‟jir ialah pemilik benda yang menerima 
uang (sewa) atas suatu manfaat. Musta‟jir ialah orang 
yang memberikan uang atau pihak yang menyewa. Ajr 
atau ujrah ialah uang (sewa) yang diterima sebagai 
imbalan atas manfaat yang diberikan.
18
 manfaat dan 
shighah (ijab-qabul) 
Rukun dari akad ijarah yang harus dipenuhi 
dalam transaksi ada beberapa yaitu: 
a) Pihak yang melakukan akad terdiri dari ajir dan 
musta‟jir yaitu orang yang akan melakukan akad 
sewa menyewa atau upah mengupah. Ajir adalah 
orang yang menerima upah atas pekerjaan yang 
dilakukan, sedangkan musta‟jir adalah orang 
yang memberi upah atau penyewa jasa.
19
 
b) Objek akad, yaitu ma‟jur (aset yang disewakan), 
dan ujrah (harga sewa), dan 
                                                 
17
 Qamarul Huda, Fiqh..., h. 80. 
18
 Qamarul Huda, Fiqh..., h. 79. 
19
 Rahmad Syafe’i, Fiqh Mumalah, Bandung : CV. Pustaka 
Setia, 2001, h. 125. 
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c) Sighat, yaitu Ijab dan Qabul 
Sighat yaitu suatu ungkapan para pihak yang 
melakukan akad berupa ijab dan qabul. Ijab 
adalah permulaan penjelasan yang keluar dari 
salah seorang yang berakad sebagai gambaran 
kehendaknya dalam mengadakan akad al-ijarah. 
Sedangkan qabul adalah suatu pernyataan yang 
diucapkan dari pihak yang berakad pula 
(musta‟jir) untuk penerimaan kehendak dari 
pihak pertama, yaitu setelah adanya ijab.
20
 
d) Ujrah (uang sewa atau upah) 
Upah atau imbalan dalam al-ijarah harus berupa 
sesuatu yang bernilai, baik berupa uang maupun 
jasa yang tidak bertentangan dengan kebiasaan 
yang berlaku. Dalam bentuk imbalan al-ijarah 
bisa berupa benda material untuk sewa rumah, 
gaji seseorang ataupun jasa pemeliharaan dan 
                                                 
20
 Hendi Suhendi, op.cit, h. 116-117. 
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perawatan sesuatu sebagai ganti sewa atau upah, 
asalkan dilakukan atas kerelaan dan kejujuran.
21
 
e) Manfaat yaitu sesuatu dari barang yang 
disewakan atau pekerjaan yang akan dikerjakan.
22
 
Manfaat yang menjadi obyek al-ijarah harus 
diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi 
perselisihan dibelakang hari. Jika manfaatnya 
tidak jelas, maka akad itu tidak sah.
23
 
2. Syarat Ijarah 
Syarat berlaku akad al-ijarah adalah adanya 
hak kepemilikan atau kekuasaan (al-wilaayah). Akad 
al-ijarah yang dilakukan oleh seorang fudhuli (orang 
yang membelanjakan harta orang lain tanpa izin) 
adalah tidak sah karena tidak adanya kepemilikan atau 
hak kuasa. Menurut Malikiyah dan Hanafiyah, akad 
                                                 
21
 Helmi Karim, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, 2003, h. 36. 
22
 Sohari Sahrani, Ruf’ah Abdullah, Fiqh Muamalah, 
Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, h. 170. 
23
 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, 
Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003, h. 232. 
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ini digantungkan pada persetujuan dari pemilik 
sebagaimana berlaku dalam jual beli.
24
 
Syarat sahnya akad al-ijarah harus dipenuhi 
beberapa syarat yang berkaitan dengan akad, objek 
akad, tempat, upah dan akad itu sendiri. Di antara 
syarat sah akad al-ijarah adalah sebagai berikut:
25
 
Pertama, kedua belah pihak yang berakad 
menyatakan kerelaannya melakukan akad al-ijarah. 
Apabila salah seorang diantaranya terpaksa 
melakukan hal ini, maka akad al-ijarah tidak sah. 
Akad ini diterapkan sebagaimana akad jual beli. Allah 
SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa’ ayat 29: 










َأث ِٓ ُنُؽ 
ْ
ا   و
َ
أ  َوهُؾَم   َيبهُؾٌَ  ِ بٱ 
 




أ  َنَُِؾث 
  َِجث ًةَر يَع   ضاََرث    هُؾٌِّو  
َ
لَو   قَت ِٓ ُنُج 
ْ
ا    هُؾَسُفً
َ
أ  َِّنإ ٱ َ َّللّ  َنَكَ   هُِؾب  ىىيَِحرا 
٢٩  
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah 
kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan 
yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
                                                 
24
 Wahbah al Zuhaili, Fiqh al Islami wa Adillatuhu, Jilid 5, 
Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani, h. 389. 
25
 Ibid, h. 390. 
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berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan 
janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya 
Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S.An-
Nisa’: 29)26 
 
Kedua, manfaat dari obyek akad harus 
diketahui sifatnya, jika manfaat itu tidak jelas dan 
menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah 
karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan 
penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad 
tersebut.
27
 Syarat tersebut dimaksudkan agar menolak 
terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Seperti 
halnya tidak boleh menyewa barang dengan manfaat 
yang tidak jelas dengan penilaian secara kira-kira, 




Sebaiknya barang yang menjadi objek 
transaksi dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut 
                                                 
26
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an..., h. 65. 
27
 Wahbah al Zuhaili, Fiqh al Islami wa Adillatuhu, Jilid 5, 
Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani, h. 391. 
28
 Syeikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, Tarjamah Falsafah dan 
Hikmah Hukum Islam, Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1992, h. 397. 
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kriteria, realita dan syara’. Maksudnya adalah 
kegunaan barang yang disewakan itu harus jelas dan 
dapat dimanfaatkan oleh pihak penyewa sesuai 
dengan kegunaannya menurut kriteria, realita dan 
syara’. Apabila barang itu tidak dapat dipergunakan 




Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa ijarah 
adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan 
adalah manfaatnya bukan bendanya. Melarang 
menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba 
untuk diperah susunya, sumur untuk diambil airnya, 




Dapat diserahkannya sesuatu yang disewakan 
berikut kegunaannya (manfaatnya). Maksudnya 
                                                 
29
 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: 
Sinar Grafika, 2004, h. 146. 
30
 Rahman Syafei, Fiqh Muamalah, Bandung: Pustaka 
Setia, 2000, h. 122. 
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adalah tidak sah menyewakan kendaraan yang masih 
belum dibeli atau menyewakan hewan yang terlepas 
dari pemiliknya, lahan tandus untuk pertanian dan lain 
sebagainya yang tak sesuai dengan persetujuan (akad) 
antara kedua belah pihak. Barang yang akan 
disewakan harus jelas dan dapat langsung diserahkan 
kepada pihak penyewa sekaligus diambil 




Kemanfaatan yang di maksud mubah dan 
tidak diharamkan adalah kemanfaatan yang tidak ada 
larangan dalam syara’, kemanfaatan itu tidak sah 
apabila menyewakan tenaga (orang) dalam hal 
kemaksiatan, karena maksiat wajib ditinggalkan. 
Dua hal harus diperhatikan dalam penggunaan 
ijarah sebagai bentuk pembiayaan. Pertama, beberapa 
                                                 
31
 Sayyid Sabiq, Fikih Sunah 3, Bandung: PT. Al-Ma’arif, 
1987, h. 7. 
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syarat harus dipenuhi agar hukum-hukum syari’ah 
terpenuhi, dan yang pokok adalah: 
a) Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset 
yang disewakan tersebut harus tertentu dan 
diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak; 
b) Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan 
yang bertanggung jawab atas pemeliharaannya 
sehingga aset tersebut terus dapat memberi 
manfaat kepada penyewa; 
c) Akad ijarah dihentikan pada aset yang 
bersangkutan berhenti memberikan manfaat 
kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam 
periode kontrak, akad ijarah masih tetap berlaku; 
dan 
d) Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan 
harga yang diterapkan sebelumnya pada saat 
kontrak berakhir. Apabila aset akan dijual, 
harganya akan ditentukan pada saat kontrak 
berakhir. 
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Syarat-syarat di atas menyiratkan bahwa 
pemilik dana atau pemilik aset tidak memperoleh 
keuntungan tertentu yang ditetapkan sebelumnya. 
Tingkat kuntungan (rate of return) baru dapat 
diketahui setelahnya. 
Kedua, sewa aset tidak dapat dipakai sebagai 
patokan tingkat keuntungan dengan alasan: 
a) Pemilik aset tidak mengetahui dengan pasti umur 
aset yang bersangkutan. Aset hanya akan 
memberikan pendapatan pada masa produktifnya. 
Selain itu, harga aset tidak diketahui apabila akan 
dijual pada saat aset tersebut masih produktif. 
b) Pemilik aset tidak tahu pasti sampai kapan aset 
tersebut dapat terus disewakan selama masa 
produktifnya. Pada saat sewa pertama berakhir, 
pemilik belum tentu langsung mendapatkan 
penyewa berikutnya. Apabila sewa diperbaharui, 
harga sewa mungkin berubah mengingat kondisi 
produktivitas aset yang mungkin telah berkurang. 
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4. Jenis Ijarah 
Ada dua jenis ijarah dalam hukum Islam, 
yaitu: 
1) Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu 
mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai 
imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan 
disebut musta‟jir, pihak pekerja disebut ajir, upah 
yang dibayarkan disebut ujrah. 
2) Ijarah yang berhubungan dengan sewa aset atau 
properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari 
aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan 
imbalan biaya sewa. Bentuk ijarah ini mirip dengan 
leasing (sewa) di bisnis konvensional. Pihak yang 
menyewa (lessee) disebut musta‟jir, pihak yang 
menyewakan (lessor) disebut mu‟jir/muajir, 
sedangkan biaya sewa disebut ujrah.
32
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 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syari‟ah, Jakarta: 
Rajawali Pers, 2015, h. 99. 
55 
B. Ketentuan Ijarah Dalam Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-
MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah 
1. Sekilas Dewan Syari’ah Nasional 
Dewan Syari’ah Nasional atau yang sering 
disebut dengan DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai fungsi 
melaksanakan tugas-tugas tertentu. MUI dalam menangani 
masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas 
keuangan lembaga syari’ah. Salah satu pokok tugas Dewan 
Syari’ah Nasional adalah mengkaji, menggali dan 
merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam 
(syari’ah) dalam bentuk Fatwa untuk dijadikan pedoman 
dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syari’ah. 
a. Sejarah Berdirinya33 
1) Lokakarya Ulama tentang Reksadana Syari’ah 
yang diselenggarakan MUI Pusat pada tanggal 
29-30 Juli 1997 di Jakarta merekomendasikan 
                                                 
33
 https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/, diakses pada tanggal 
17 Oktober 2017, pukul 11.30 WIB. 
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perlunya sebuah lembaga yang menangani 
masalah-masalah yang berhubungan dengan 
aktivitas lembaga keuangan syariah (LKS). 
2) Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan 
rapat Tim Pembentukan Dewan Syariah Nasional 
(DSN) pada tanggal 14 Oktober 1997. 
3) Dewan Pimpinan MUI menerbitkan SK No. Kep-
754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999 
tentang Pembentukan Dewan Syari’ah Nasional 
MUI. 
4) Dewan Pimpinan MUI mengadakan acara ta’aruf 
dengan Pengurus DSN-MUI tanggal 15 Februari 
1999 di Hotel Indonesia, Jakarta. 
5) Pengurus DSN-MUI untuk pertama kalinya 
mengadakan Rapat Pleno I DSN-MUI tanggal 1 
April 2000 di Jakarta dengan mengesahkan 
Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga 
DSN-MUI. 
57 
6) Susunan Pengurus DSN-MUI saat ini 
berdasarkan Surat Keputusan Majelis Ulama 
Indonesia No: Kep-487/MUI/IX/2010 tentang 
Susunan Pengurus Dewan Syariah Nasional 
Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Periode 
2010-2015. Adapun pimpinan DSN-MUI 
secara ex-officio dijabat oleh Ketua Umum MUI, 
Dr. K.H. Mohammad Ahmad Sahal Mahfudz 
(semoga Allah mengasihinya) selaku ketua dan 
Sekretaris Jenderal MUI, Drs. H. M Ichwan Sam 
selaku sekretaris, serta Dr. K.H. Ma’ruf Amin 
selaku ketua pelaksana. 
b. Latar Belakang34 
1) Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama 
Indonesia (DSN-MUI) dibentuk dalam rangka 
mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai 
masalah perekonomian dan mendorong 
penerapan ajaran Islam dalam bidang 
                                                 
34
 https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/, Ibid.  
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perekonomian/keuangan yang dilaksanakan 
sesuai dengan tuntunan syariat Islam 
2) Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah 
efisiensi dan koordinasi para ulama dalam 
menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan 
masalah ekonomi/keuangan. Berbagai 
masalah/kasus yang memerlukan fatwa akan 
ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh 
kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh 
masing-masing Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) 
yang ada di lembaga keuangan syari’ah. 
3) Untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam 
kehidupan ekonomi dan keuangan, DSN-MUI 
akan senantiasa dan berperan secara proaktif 
dalam menanggapi perkembangan masyarakat 
Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi 
dan keuangan. 
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c. Visi dan Misi35 
1) Visi: 
Memasyarakatkan ekonomi syari’ah dan 
mensyari’ahkan ekonomi masyarakat. 
2) Misi: 
Menumbuhkembangkan ekonomi syari’ah dan 
lembaga keuangan/bisnis syari’ah untuk 
kesejahteraan umat dan bangsa. 
d. Tugas & Fungsi36 
1) Mengeluarkan fatwa tentang ekonomi syari’ah 
untuk dijadikan pedoman bagi praktisi dan 
regulator. 
2) Menerbitkan rekomendasi, sertifikasi, dan 
syari’ah approval bagi lembaga keuangan dan 
bisnis syari’ah. 
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 https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/, Ibid. 
36
 https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/, Ibid. 
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3) Melakukan pengawasan aspek syari’ah atas 
produk/jasa di lembaga keuangan/bisnis syari’ah 
melalui Dewan Pengawas Syari’ah. 
e. Wewenang37 
1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan 
Pengawas Syari’ah di masing-masing lembaga 
keuangan syari’ah dan menjadi dasar tindakan 
hukum pihak terkait. 
2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi 
ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh 
instansi yang berwenang, seperti Departemen 
Keuangan dan Bank Indonesia. 
3) Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut 
rekomendasi nama-nama yang akan duduk 
sebagai Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) pada 
suatu lembaga keuangan dan bisnis syari’ah. 
4) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu 
masalah yang diperlukan dalam pembahasan 
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 https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/, Ibid. 
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ekonomi syari’ah, termasuk otoritas 
moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar 
negeri. 
5) Memberikan peringatan kepada lembaga 
keuangan syari’ah untuk menghentikan 
penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan 
oleh Dewan Syari’ah Nasional. 
6) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang 
untuk mengambil tindakan apabila peringatan 
tidak diindahkan. 
2. Fatwa DSN MUI tentang Pembiayaan Ijarah 
Pembiayaan dalam Lembaga Keuangan Syari’ah 
atau istilah teknisnya aktiva produktif menurut ketentuan 
Bank Indonsia adalah penanaman dana baik dalam rupiah 
maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, 
qardh, surat berharga syari’ah, penempatan, penyertaan 
modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan 
kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat 
62 
wadi‟ah Bank Indonesia.38 Menurut Undang-undang 
Nomor 10 Tahun 1998 dalam pasal 1 ayat 12 dijelaskan 
bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah adalah 
penyediaan uang atau tagihan, yang dipersamakan dengan 
itu berdasarkan persetujuan kesepakatan antara bank 
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai 
untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah 
jangka waktu tertentu dengan imbalan (fee) atau bagi hasil.  
Pengertian pembiayaan ijarah seperti yang sudah 
dijelaskan di awal bahwa pembiayaan merupakan 
fasilitator pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan 
syari’ah, dalam hal ini koperasi kepada pihak-pihak yang 
memerlukan dana (deficit unit). Dalam hal masyarakat 
yang membutuhkan dana diperoleh dari masyarakat pula, 
yaitu masyarakat yang menitipkan uangnya atau dana di 
lembaga keuangan syari’ah. 
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 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syari‟ah, 
Yogyakarta: Ekonisia, 2005, h. 196. 
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Pembiayaan Ijarah adalah pembiayaan yang 
diberikan oleh lembaga keuangan syari’ah, baik perbankan 
maupun non perbankan kepada anggota dalam memperoleh 
manfaat atas suatu jasa. Dalam pembiayaan ijarah juga 
memfasilitasi pembiayaan konsumtif yang tidak 
bertentangan dengan syari’ah seperti biaya pendidikan, 
kesehatan, naik haji dan umrah. 
Menurut fatwa DSN MUI kebutuhan masyarakat 
untuk memperoleh suatu barang sering kali memerlukan 
pihak lain melalui akad ijarah, yaitu  akad pemindahan hak 
guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu 
dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan 
pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
39
 
Dalam fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
pembiayaan ijarah terdapat beberapa ketentuan yaitu 
sebagai berikut: 
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 Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Kuangan 




a) Rukun dan Syarat Ijarah 
1. Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa 
pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad 
(berkontrak), baik secara verbal atau dalam 
bentuk lain. 
2. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi 
sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa. 
3. Objek akad ijarah, adalah: 
a. manfaat barang dan sewa; atau 
b. manfaat jasa dan upah. 
b) Ketentuan Objek Ijarah 
1. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan 
barang dan/atau jasa. 
2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan 
dapat dilaksanakan dalam kontrak. 
3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat 
dibolehkan (tidak diharamkan). 
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan 
sesuai dengan syari’ah. 
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5. Manfaat harus dikenali secara spesifik 
sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah 
(ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan 
sengketa. 
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan 
jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga 
dikenali dengan sepesifikasi atau identifikasi 
fisik. 
7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan 
dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai 
pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat 
dijadikan harga dalam jual beli dapat pula 
dijadikan sewa atau upah dalam ijarah. 
8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa 
(manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek 
kontrak. 
9. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa 
atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, 
tempat dan jarak. 
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c) Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan 
Ijarah 
1. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang 
atau jasa: 
a. Menyediakan barang yang disewakan atau 
jasa yang diberikan. 
b. Menanggung biaya pemeliharaan barang. 
c. Menjamin bila terdapat cacat pada barang 
yang disewakan. 
2. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat 
barang atau jasa: 
a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung 
jawab untuk menjaga keutuhan barang serta 
menggunakannya sesuai kontrak. 
b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang 
sifatnya ringan (tidak materiil). 
c. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena 
pelanggaran dari penggunaan yang 
dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak 
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penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak 
bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. 
d. Jika salah satu pihak tidak menunaikan 
kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di 
antara para pihak, maka penyelesaiannya 
dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah 




Dalam pelaksanaan akad pembiayaan ijarah para 
pelakunya harus menaati peraturan atau hukum yang sudah 
berwenang. Di Indonesia Dewan Syariah Nasional 
Indonesia Majelis Ulama Indonesia yang berwenang 
mengeluarkan fatwa terkait hal pembiayaan ijarah. Fatwa 
yang dikeluarkan diharapkan dapat dijalankan 
sebagaimana seharusnya, agar para pihak dapat 
menunaikan hak dan kewajibannya. 
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 Fatwa DSN Indonesia No. 09/DSN-MUI/IV/2000 
tentang Pembiayaan Ijarah. 
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3. Pelaksanaan dan Skema Ijarah 
Dalam pelaksanaan transaksi ini yang akan 
dibahas adalah mengenai tatacara bagaimana manusia 
melakukan sewa menyewa yang dikehendaki, yang sesuai 
dengan syari’at Islam. Dimanadi dalamnya terdapat 
berbagai peraturan yang harus dipatuhi seperti rukunnya 
dan syaratnya. Sebab, sebagai suatu transaksi umum, 
ijarah baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun 
dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum 
dan transaksi lainnya.  
Seperti telah dijelaskan pada pengertian ijarah 
sebelumnya yakni dimanasistem transaksi ini adalah sistem 
yang menggunakan akad (kontrak) dalam suatu pengertian 
manfaat, maka agar lebih mudah dipahami bahasanya, 
alangkah lebih baiknya penulis terangkan dulu apa yang 
dinamakan dengan kontrak (akad) itu.  
Kontrak atau perjanjian adalah akad yang secara 
harfiah berarti ikatan untuk memberi dan menerima 
bersama-sama dalam salah satu waktu. Artinya, ikatan itu 
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menimbulkan sesuatu yang harus dipenuhi, sebagaimana 
firman Allah: 




لَّ  ِٓ ٌُ َواَء 
ْ




ِا ُف  ِ بٱ 
 
م  ِدُِقُع   ت
َّنِح
ُ
أ هَُؾم  ُةَىيُِ َب ٱ 
َ  
ل  ً  َع ِه  
َّ
ِلإ اَو   جُي  َلّ 
  َينَع  هُؾ  َ  يَغ  ِِّلُّمَ ٱ 
 ي َّصل ِد   هُجً
َ
أَو   ٌمُرُح َِّنإ ٱ َ َّللّ   َي ُهُؾ اَو  ُدِيُري ١  
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah 
aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, 
kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian 
itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu 
sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah 
menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-
Nya.” (Q.S. Al-Ma’idah: 1)41 
 
Ayat di atas menyatakan janji-janji (perjanjian 
dan lafadz uqud) dimana uqud disini lebih bersifat 
komprehensif sebab menyangkut uqud pada huquq Allah. 
Uqud ini mempunyai banyak konotasi dibanding kontrak 
atau perjanjian pada hukum umum. Jadi dari segala macam 
hukum yang terjadi harus dipenuhi, mengikuti pada lafadz 
uqud yang diperintahkan oleh Allah.  
Selanjutnya mengenai pelaksanaan transaksi 
ijarah ini haruslah memperhatikan sejumlah dalil maka 
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 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an..., hlm. 84. 
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fuqaha merumuskan sewa menyewa itu terjadi dan sah 
apabila ada ijab dan qabul, baik dalam bentuk perkataan 
maupun dalam bentuk pernyataan lain yang menunjukkan 










1) Anggota mengajukan Pembiayaan Ijarah ke KSPPS. 
2) KSPPS memberi atau menyewa barang yang 
diinginkan oleh anggota sebagai objek ijarah dari 
supplier/pmilik 
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 Hamzah Ya’kub, Fiqih Muamalah: Kode Etik Dagang 
Menurut Islam, Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi, 
Bandung: CV. Diponegoro, 1992, h. 320. 
Menyewa Jasa 





3) Sebelum dicapai kesepakatan antara anggota dan 
KSPPS, anggota diwajibkan menyerahkan jaminan 
yang dimiliki. 
Setelah tercapainya kesepakatan antara anggota dan KSPPS 
mengenai barang objek, tarif, periode, dan biaya, maka akad ijarah 
ditandatangani. 
BAB III 
PELAKSANAAN PEMBIAYAAN IJARAH DI KSPPS 
FASTABIQ KHOIRO UMMAH CABANG CEPU 
 
A. Profil KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah 
1. Sejarah Singkat KSPPS Khoiro Ummah 
Islam mengajarkan untuk dapat melaksanakan 
kewajiban secara utuh dan menyeluruh dalam berbagai 
aspek kehidupan, termasuk di dalamnya menegakkan 
ekonomi syari’ah ditambah dengan akar ekonomi ribawi 
yang sudah demikian menggurita sehingga dibutuhkan 
kekuatan besar untuk mencabutnya dari cengkraman 
kehidupan manusia. Muhammad Ridwan, Muhammad 
Sapuan, Abdul Hadi, Ahmad Mubasyirin, Abdul Wahid 
yang merupakan Pimpinan Daerah Pemuda 
Muhammadiyah Pati berinisiatif mendirikan Lembaga 
Keuangan Syari’ah. Terinspirasi dari Muktamar Pemuda 
Muhammadiyah ke XI di Pekanbaru, Riau tanggal 1-4 Juli 
1998. Kemudian pada tanggal 27 Juli 1998 dibentuklah 
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Koperasi Serba Usaha (KSU) Fastabiq, dengan badan 
usaha otonomi Baitul Maal wat Tamwil Fastabiq, yang 
selanjutnya disebut BMT Fastabiq. 
BMT Fastabiq dengan payung hukum Koperasi 
Serba Usaha (KSU) Fastabiq yang disahkan oleh Menteri 
Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah melalui SK 
Nomor: 011/BH/KDK.11/X/1998, secara resmi mulai 
beroperasi tanggal 18 November 1998 yang merupakan 
tonggak awal berdirinya BMT Fastabiq. Berdasarkan 
Rapat Anggota Khusus pada tanggal 9 Oktober 2004 
diputuskan perubahan AD (Anggaran Dasar)/ART 
(Anggaran Rumah Tangga) menjadi KJKS (Koperasi Jasa 




Perubahan nama tidak berhenti sampai disitu, yang 
terbaru adalah KJKS BMT Fastabiq Khoiro Ummah pada 
tanggal 22 Maret 2016. Perubahan tersebut terkait dengan 
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Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 
16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan 
Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari’ah 
pengganti Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 
91/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha 
Jasa Keuangan Syari’ah oleh Koperasi. Dalam peraturan 
tersebut disebutkan bahwa setiap KJKS/UJKS (Unit Jasa 
Keuangan Syari’ah) harus merubah nama menjadi KSPPS 
(Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan 
Syari’ah)/USPPS (Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan 
Syari’ah), maka dari itu kini namanya berubah menjadi 
KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah.
2
 
KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah pertama kali 
berdiri dan berkantor di Jalan Pati-Tayu Km. 3 Runting, 
lebih tepatnya di depan SMA Muhammadiyah 1 Pati. 
Dalam perkembangannya dari tahun 1998 hingga 
sekarang ini KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah telah 
mempunyai 24 unit kantor cabang yang tersebar di 




berbagai wilayah di Kabupaten Pati dan sekitarnya, yang 
salah satunya sebagai tempat penulis melaksanakan 
kegiatan penelitian, yaitu KSPPS Fastabiq Khoiro 
Ummah Cabang Cepu. 
KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Cepu 
berdiri pada tanggal 13 Juni 2013 dan beralamat di Jalan 
Pemuda Nomor 47 Kecamatan Cepu Kabupaten Blora. 
Saat pertama kali berdiri, kantor KSPPS Fastabiq Khoiro 
Ummah Cabang Cepu masih bertempat di Masjid Jami’ 
Cepu, setelah satu minggu baru pindah di kantor sendiri 
yang berada di Ruko Nomor 4 (Utara Masjid Jami’ Cepu). 
KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Cepu dengan 
kantor yang nyaman, sampai saat ini telah memiliki ± 
1.500 anggota dengan 5 karyawan.
3
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Daftar Kantor KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah 
No. Kantor 
Cabang 
Alamat Kantor No. Telepon 
1.  Tambaharjo Jl. Raya Pati-Tayu 
Km. 3 Tambaharjo, 
Pati 
(0295) 383999 
2.  Wedarijaksa Jl. Raya Pati-Tayu 
Km. 7,6 Wedarijaksa 
082 136 649 733 
3.  Gabus Jl. Raya Pati-Gabus (0295) 4199041 
4.  Tayu Jl. Yos Sudarso No. 
41 Tayu, Pati 
(0295) 4545053 
5.  Kayen Timur Pasar Kayen, 
Jl. Kayen-
Tambakromo Km. 1 
Pati 
(0295) 5505536 
6.  Tlogowungu Jl. Raya Pati- 
Tlogowungu, Depan 
Pasar Tlogowungu 
082 134 251 331 




8.  Winong Jl. Winong-Jakenan 
Km. 1 Winong 
(0295) 4199042 
9.  Trangkil Komplek Pasar 
Trangkil No. 14 
(0295) 4191624 
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10.  Juwana Komplek Pasar 
Porda No. 2 Juwana 
(0295) 473750 





12.  Bareng Jl. Raya Kudus-Pati 
(Timur Pasar Jekulo 
Baru) 
(0291) 4246100 
13.  Tambakromo Jl. Raya 
Tambakromo-Kayen 
No. 1 (Komplek 
Pasar Tambakromo) 
082 134 251 225 
14.  Ngablak Jl. Raya Tayu-Jepara (0295) 4545429 
15.  Puri Komplek Pasar Puri 0295) 392073 
16.  Kelet, Jepara Jl. Raya Jepara-Kelet  (0291) 578237 
17.  Batangan Komplek Pasar 
Kuniran 
085 290 005 132 
18.  Kudus Jl. Jendral Sudirman 
No.173 Kudus 
(0291) 4246500 
19.  Sukolilo Jl. Pati-Purwodadi 
Km. 27 
(0295) 5505534 
20.  Mayong Jl. Raya Kudus-
Jepara No. 12 
Mayong 
(0291) 4256635 
21.  Mlonggo Jl. Raya Jepara-
Bangsri Km. 9 
Mlonggo, Jepara 
(0291) 7701009 
22.  Demak Jl. Sultan Fatah No. 
27 Bogorame Demak 
(0291) 6910230 
(0291) 6910230 
23.  Cepu Jl. Pemuda Kec. 
Cepu, Kab. Blora 
(0296) 420065 
24.  Jepon Jl. Raya Blora-Cepu 085326052811 
78 
Km. 7 Jepon (400 m 
Barat Pasar Jepon) 
 
2. Visi dan Misi KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah 
1) Visi: 
Menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan 
Syari’ah yang Unggul dan Terpercaya. 
2) Misi: 
a. Mengedepankan dan membudayakan transaksi 
ekonomi sesuai nilai-nilai syari’ah. 
b. Menjunjung tinggi akhlakul karimah dalam 
mengelola amanat umat. 
c. Mengutamakan kepuasan dalam melayani 
anggota. 
d. Menjadi KSPPS yang tumbuh dan berkembang 
secara sehat. 
e. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan 
melakukan pembinaan kaum dhuafa.
5
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3. Tujuan KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah 
Meningkatkan kesejahteraan anggota dan 
pengelola dengan mengedepankan nilai-nilai syari’ah, 





4. Strategi KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah 
a. Melakukan kajian ekonomi syari’ah secara intensif. 
b. Menerapkan akad-akad syari’ah dalam semua 
transaksi ekonomi masyarakat. 
c. Menerapkan tata kelola organisasi yang baik sesuai 
Islamic Microfinance Standart dan Sistem 
Manajemen Mutu International Standart 
Organization (ISO) 9001: 2008 
d. Melakukan pembinaan insan Fastabiq dengan 
program pesantren karya yang bertujuan lurus 
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aqidahnya, benar ibadahnya, mulia akhlaknya, 
tangguh fisiknya dan profesional kerjanya. 
5. Struktur Organisasi KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah 
Adapun struktur organisasi KSPPS Fastabiq 




1) Ketua : H. Sutaji, S.H, MM 
2) Sekretaris : Drs. HM. Sapuan 
3) Bendahara : Santoso, SE. 
b. Dewan Pengawas Syari’ah 
1) Ketua : KH. Abdul Wahid Hasyim 
2) Anggota I : H. Achmad Dahlan, S.Pd 
3) Anggota II : Taufiq, S.Mn 
 
c. Pengelola 
1) Direktur Utama : H. Muhammad Ridwan, S.Pd 
2) Direktur Bisnis : H. Sunaji, S.E 
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3) Direktur Operasional : Sri Sutiyani, S.E 
4) Direktur SDI dan Maal : Agus Jamaludin, S.Ag 
d. Divisi 
1) Divisi Financing : Muhsin, S.E 
2) Divisi Adm. & Account : Hj. Dyah Saraswati, S.E 
3) Divisi Diklat & Maal : Sukahar Ahmad Syafi’i, 
S.Th.I 
4) Divisi Funding : Sutrisno, S.E 
5) Divisi Technology Informasi : Moh. Anis Muhajir, 
S.Kom 
6) Divisi Mutu & Kepatuhan : Fatma Mariana A.,S.E 
7) Divisi Pajak : Siti Zulaikhan Nikmah 
8) Divisi Legal Formal : Hj. Desy Azianti Santa, S.E 
9) Divisi Logistic : Santosa, S.E 
10) Divisi Internal Control & Remidial : Anarcito, 
S.E 
82 
Sedangkan struktur organisasi Kantor KSPPS 
Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Cepu yaitu
8
 : 
a. Branch Manager : Alfa Septiaji Nur Cahyono, S.E 
b. CSBO  : Indah Maretna Rizky Imami, Amd. Keb 
c. Teller  : Rizky Octaviana 
d. RO  : Ali Ma’ruf, S.Th.I dan Ahmad Syaikhul 
Mubin 
B. Produk pada KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang 
Cepu 
KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah di dalam 
memasarkan produknya pada usaha mikro yang obyeknya 
adalah pasar, yang memiliki keunggulan aliran dana sangat 
likuid walau nilainya kecil namun terus menerus. 
Produk-produk KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Fastabiq 
antara lain: 
1. Produk Simpanan 
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a. Simpanan Suka Rela Lancar (Si Rela) 
Simpanan dalam bentuk investasi ini sangat 
menguntungkan anggota, karena bagi hasil investasi 
dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian. Setoran 
awal dilakukan minimal Rp 10.000,00 selanjutnya 
minimal Rp 5.000,00. 
b. Simpanan Suka Rela Berjangka (Si Suka) 
Si Suka diperuntukkan bagi anggota yang 
mempunyai dana dengan rencana besar dan tidak ingin 
diambil sewaktu-waktu. Setoran minimal Rp 
1.000.000,00 dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan dan 
6 bulan. Pengambilannya pada saat jatuh tempo. 
c. Simpanan untuk Qurban (Suqur) 
Suqur diperuntukkan bagi anggota yang ingin 
membeli hewan untuk qurban tapi masih kesulitan 
finansial. Melalui produk ini, pihak KSPPS Fastabiq 
Khoiro Ummah menjembatani anggota untuk 
memudahkan dalam melangkah untuk berqurban pada 
84 
saat Idul Adha. Setoran minimal Rp 150.000,00/bulan 
atau Rp 6.000,00/hari. 
d. Simpanan Masa Depan (Simapan) 
Simapan akan mewujudkan rencana besar 
anggota di masa yang akan datang dengan setoran 
minimal Rp. 25.000,00/bulan. Jangka waktu 5 tahun 
dan  pengambilannya pada saat jatuh tempo. 
e. Simpanan Pelajar Prestasi (Simpelpres) 
Simpelpres diperuntukkan bagi anggota yang 
masih pelajar yang bertujuan untuk tabungan 
pendidikan. 
f. Simpanan Haji Mabrur (Si Mabrur) 
Si Mabrur diperuntukkan bagi anggota yang 
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2. Produk Pembiayaan 
a. Pembiayaan Mudharabah 
Pembiayaan mudharabah adalah bentuk kerja 
sama antara dua atau lebih pihak dimanapemilik modal 
(shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal 
kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian 
di awal, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi 
sesuai nisbah yang disepakati. Bentuk ini menegaskan 
kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari 
pemilik modal dan keahlian dari pengelola.
10
 
b. Pembiayaan Musyarakah 
Pembiayaan musyarakah adalah akad 
kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu 
usaha tertentu dimanamasing-masing pihak 
memberikan kontribusi modal dengan ketentuan bahwa 
keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang 
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 https://www.bmtfastabiq.co.id/pembiayaan-mdularabah/, 
diakses pada tanggal 18 Oktober 2017, pukul 13:27 WIB 
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disepakati atau proporsional dan resiko (kerugian) akan 
ditanggung bersama berdasarkan porsi modal.
11
  
c. Pembiayaan Murabahah 
Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli 
suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada 
anggota dan anggota membayarnya sebesar harga 




d. Pembiayaan Ijarah 
Pembiayaan ijarah adalah akad atau 
kesepakatan antara satu atau beberapa pihak, yang mana 
satu pihak sebagai penyewa yaitu KSPPS dan anggota 
sebagai penggarapnya, keuntungan maupun kerugian 
ditanggung bersama-sama sesuai dengan kesepakatan.
13
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KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Cepu siap 
membantu membayarkan kebutuhan masyarakat atau 
anggota tersebut dan anggota mengembalikan 
pembiayaan dan jasanya scara angsuran atau tempo 
sesuai dengan kesepakatan. 
C. Pelaksanaan Pembiayaan Ijarah di KSPPS Fastabiq 
Khoiro Ummah Cabang Cepu 
Pembiayaan Ijarah merupakan salah satu produk yang 
ditawarkan oleh KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang 
Cepu, di antaranya adalah produk simpanan meliputi 
simpanan suka rela lancar (si rela), simpanan suka rela 
berjangka (si suka), simpanan untuk qurban (suqur), simpanan 
masa depan (simapan), simpanan pelajar prestasi (simpelpres), 
simpanan haji mabrur (si mabrur) dan produk pembiayaan 
meliputi pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, 
pembiayaan murabahah dan pembiayaan ijarah. 




Pembiayaan ijarah di KSPPS Fastabiq Khoiro 
Ummah Cabang Cepu adalah pembiayaan yang berdasarkan 
akad atau kesepakatan antara satu atau beberapa pihak, yang 
mana satu pihak sebagai penyewa yaitu KSPPS dan anggota 
sebagai penggarapnya, keuntungan maupun kerugian 
ditanggung bersama-sama sesuai dengan kesepakatan. 
Pembiayaan ijarah ini mempunyai manfaat yaitu untuk 
membantu anggota yang mengalami kendala dalam 
pembayaran sewa. Transaksi ijarah ditandai adanya 
pemindahan manfaat. Jadi dasarnya prinsip ijarah sama saja 
dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada 
objek transaksinya.
14
 Bila pada jual beli objek transaksinya 
adalah barang sedangkan pada ijarah objek transaksinya 
adalah jasa.
15
 Ijarah merupakan produk finansial berbasis jual 
beli karena menurut konsep keuangan Islam, ijarah adalah 
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 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah 
(Deskripsi dan Ilustrasi), Yogyakarta: Ekonisia, 2007, h. 75. 
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suatu bai’ atau jual beli. Yang diperjualbelikan bukan hak 
kepemilikan tetapi manfaat atau disebut pula sebagai hak 
pakai. Bagi ijarah yang objeknya barang, yang 
diperjualbelikan adalah manfaat dari barang itu. Dalam 
pemahaman sehari-hari memang aneh bila disebutkan sewa-
menyewa adalah jual beli manfaat.
16
 
Alur pembiayaan ijarah dimulai dari anggota 
mengajukan pembiayaan ke KSPPS. Adapun syarat pengajuan 
pembiayaan ijarah sama dengan pembiayaan lainnya yaitu: 
1. Anggota mengajukan permohonan pembiayaan kepada 
Customer Service dan Back Officer (CSBO). 
2. Customer Service dan Back Officer (CSBO) menjelaskan 
produk-produk pembiayaan KSPPS Fastabiq Khoiro 
Ummah kepada anggota/calon anggota. 
3. Customer Service dan Back Officer (CSBO) memberikan 
formulir pengajuan pembiayaan kepada anggota 
tergantung pembiayaan yang diajukan. 
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Agung, h. 264. 
90 
4. Customer Service dan Back Officer (CSBO) membantu 
anggota atau calon anggota untuk mengisi form 
permohonan pembiayaan. 
5. Customer Service dan Back Officer (CSBO) membantu 
mengisi formulir permohonan menjadi anggota untuk 
membuka rekening simpanan (bagi yang belum menjadi 
anggota simpanan). 
6. KSPPS membeli/menyewa barang yang diinginkan oleh 
anggota sebagai objek ijarah dari 
supplier/penjual/pemilik. 
7. Anggota melengkapi form permohonan pembiayaan dan 
menyiapkan persyaratan lainnya. Syarat permohonan 
individu: 
a. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) suami istri 
pemohon, gunanya untuk data pokok atau identitas 
anggota, file asli jaminan anggota dan informasi 
debitur. 
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b. Fotocopy KK (Kartu Keluarga) pemohon, gunanya  
untuk mengetahui berapa tanggungan si anggota 
tersebut. 
c. Fotocopy buku nikah pemohon, gunanya sebagai 
catatan sipil. 
d. Fotocopy BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) 
dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) (jika 
agunan kendaraan bermotor), gunanya untuk 
mengetahui atau memeriksa keaslian BPKB (Buku 
Pemilik Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat 
Tanda Nomor Kendaraan) dan menghitung nilai jual 
objek pajak. 
e. Fotocopy cek fisik nomor mesin dan nomor rangka 
kendaraan bermotor dari Samsat, gunanya untuk 
mengetahui atau memeriksa kesesuaian nomor mesin 
dan nomor rangka kendaraan bermotor anggota.  
f. Fotocopy SHM (Sertifikat Hak Milik), SPPT (Surat 
Pemberitahuan Pajak Terhutang) Tahunan Terakhir, 
KTP (Kartu Tanda Penduduk) suami istri dan KK 
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(Kartu Keluarga) pemilik agunan, gunanya untuk 
jaminan tanah. 
g. Data riwayat pembiayaan sebelumnya 
Untuk PNS/TNI/Polri/Karyawan (anggota yang 
berpenghasilan tetap) ditambah dengan slip gaji 
terakhir, surat rekomendasi dari instansi/kantor dan 
fotocopy SK. Sedangkan untuk pembiayaan produktif 
(anggota yang berpenghasilan tidak tetap) ditambah 
dengan laporan keuangan 3 (tiga) bulan terakhir dan 
bisnis plan/RAPB. Dokumen tersebut berguna untuk 
mengukur rasio keuangan jumlah gaji bersih. 
8. Anggota menandatangani pengajuan permohonan 
pembiayaan. 
9. Customer Service dan Back Officer (CSBO) memeriksa 
formulir permohonan pembiayaan yang telah diisi dan 
memeriksa persyaratan kelengkapannya, (CSBO 
mengembalikan formulir permohonan pembiayaan 
apabila belum lengkap pengisian dan kelengkapan 
persyaratannya). 
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10. Customer Service dan Back Officer (CSBO) menjelaskan 
jenis pembiayaan yang dipilih berikut jangka waktu dan 
cara pengembaliannya. CSBO mensimulasikan angsuran 
sesuai dengan pembiayaan yang dipilih oleh anggota. 
11. Customer Service dan Back Officer (CSBO) menerima 
dan memeriksa ulang kelengkapan pengisian dan 
persyaratan. Selanjutnya mencatat dalam buku register 
permohonan pembiayaan dan menyerahkan permohonan 
pembiayaan kepada Branch Manager. 
12. Kemudian KSPPS bagian pembiayaan akan melakukan 
survey lapangan dan melihat bagaimana kondisi rumah 
atau usaha anggota. 
Mengenai prosedur pemeriksaan atau survey di 
KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Cepu yaitu 
meliputi: 
1) Memeriksa apakah anggota yang mengajukan 
pembiayaan belum pernah mendapatkan surat 
peringatan (SP) 
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2) Jika belum pernah mendapatkan surat peringatan 
(SP) maka anggota layak untuk mendapatkan 
pembiayaan. 
3) Jika anggota sudah pernah mendapatkan surat 
peringatan (SP) maka anggota perlu disurvey 
kembali untuk mendapatkan pembiayaan. 
4) Melakukan identifikasi anggota melalui pihak ketiga 
(tetangga, teman, rekan seprofesi, saudara, orang 
tua, ketua RT setempat dan sebagainya. 
5) Berdasarkan identifikasi tersebut, maka dapat 
dilakukan pendataan tempat usaha (analisis usaha) 
dengan cara mewawancarai pemohon yang meliputi: 
a. Kondisi usaha 
b. Sistem manajemen dan keuangan 
c. Faktor-faktor yang mempengaruhi siklus 
produksi dan prospeknya 
6) Melakukan pendataan terhadap barang maupun 
memeriksa lokasi untuk mendapatkan masukan 
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untuk taksiran harga jual, ukuran, gambaran, lokasi, 
status kepemilikan dan kemudahan dalam penjualan. 
7) Memeriksa barang bergerak meliputi: 
a. Keaslian BPKB (Buku Pemilik Kendaraan 
Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor 
Kendaraan) 
b. Kesesuaian nomor mesin dan nomor rangka 
kendaraan bermotor 
c. Kondisi fisik 
d. Taksiran harga 
e. Kemudahan penjualan status kepemilikan 
8) Melakukan transaksi atau taksiran jaminan dan 
penilaian kelayakan usaha. 
9) Hasil tersebut dimuat dalam laporan hasil survey 
untuk kemudian diajukan sebagai usulan pemberian 
pembiayaan/proposal. Ketentuan pemeriksaan 
berkas meliputi: 
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a. Memeriksa analisis usaha dan menggolongkan 
atau mengelompokkan pembiayaan berdasarkan 
modal angsuran. 
b. Menggolongkan atau mengelompokkan 
berdasarkan sektor yang dibiayai (perdagangan, 
industri, pertanian, jasa dan lain-lain). 
c. Menyertakan tanda tangan pada berkas yang 
sudah diperiksa. 
d. Memeriksa kelengkapan administrasi. 
13. KSPPS juga melakukan analisa kepada anggota dengan 
menggunakan konsep 5C yaitu: 
a. Character (Watak), prinsip ini dilihat dari segi 
kepribadian anggota. KSPPS akan menilai 
anggota apakah yang bersangkutan jujur, 
beritikad baik, tidak menyulitkan pihak KSPPS 
di kemudian hari dan dapat dipercaya dalam 
menjalani kerjasama dengan KSPPS. 
b. Capacity (Kapasitas), prinsip ini dilihat dari segi 
kemampuan anggota. KSPPS akan menilai 
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anggota dari kemampuan anggota dalam 
menjalankan keuangan yang ada pada usaha yang 
dimilikinya atau keahlian anggota dalam bidang 
usahanya. 
c. Capital (Modal), prinsip ini dilihat dari segi 
modal yang dimiliki anggota. KSPPS akan 
melihat kondisi aset atau kekayaan yang dimiliki 
anggota khususnya anggota yang mempunyai 
usaha, sehingga dari penilaian tersebut pihak 
KSPPS dapat menentukan layak atau tidaknya 
anggota tersebut mendapatkan pinjaman. 
d. Condition (Kondisi), prinsip ini dilihat dari segi 
kondisi ekonomi atau keuangan anggota. KSPPS 
akan melihat bagaimana kondisi ekonomi atau 
keuangan anggota tersebut. 
e. Collateral (Jaminan), prinsip ini dilihat dari segi 
agunan atau jaminan anggota. KSPPS akan 
melakukan penilaian terhadap agunan, sehingga 
jika anggota kelak tidak dapat melunasi 
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kewajibannya, agunan tersebut digunakan untuk 
menanggung pembayaran yang anggota ajukan. 
14. Hasil survey selanjutnya direkam dalam laporan hasil 
Pemeriksaan SPP untuk dianalisis dan diteruskan ke 
pihak Direktur Bisnis. 
15. Pihak Direksi selanjutnya mempertimbangkan hasil 
analisis pembiayaan dan memutuskan apakah 
pembiayaan disetujui untuk direalisasikan atau tidak.  
16. Apabila pembiayaan yang diajukan ditolak, maka 
dibuatkan surat pemberitahuan penolakan. 
17. Apabila pembiayaan yang diajukan disetujui maka CSBO 
atau bagian pembiayaan mempersiapkan Akad 
Pembiayaan Ijarah (AP) dan berkas pelengkap akad. 
Selanjutnya KSPPS melakukan Persetujuan Pembiayaan 
yang meliputi: 
a. Pihak KSPPS telah setuju memberikan pembiayaan 
kepada anggota sesuai yang sudah diajukan oleh 
anggota. 
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1. Pihak anggota telah setuju dan sanggup 
mengembalikan pembiayaan sebagai berikut: 
a. Sistem pengembalian sesuai angsuran. 
b. Sistem angsuran 
c. Jumlah angsuran 
d. Tanggal jatuh 
tempo 
e. Ketentuan angsuran atau pengembalian pembiayaan 
2. Pihak anggota setuju untuk membayar biaya-
biaya sebagai berikut: 
a. Biaya administrasi 
b. Biaya materai  
c. Biaya cadangan resiko  
d. Biaya notaris 
e. Biaya asuransi 
f. Biaya infaq/shodaqoh 
3. Pihak anggota setuju untuk memberikan 
keuntungan kepada pihak KSPSS yang berupa 
margin atau angsuran pokok sebesar estimasi 
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margin keuntungan pada lampiran perincian 
angsuran. 
4. KSPPS membuat perjanjian tertulis dengan 
anggota dan dibuat oleh pihak yang kuat yaitu 
pihak KSPPS. 
5. Setelah semua persyaratan sudah lengkap KSPPS 
akan memproses lebih lanjut, proses yang bisa 
ditetapkan berapa lama waktu maksimal sampai 
pada akhirnya dilakukan pencairan, misalnya 
sehari proses, seminggu proses dan paling lambat 
sebulan diproses. Pada saat pencairan dana 
bagian administrasinya yang akan menginput 
data agar dapat segera dilakukan pencairan dana. 
Selanjutnya anggota akan mencicil angsuran atau 
pembayaran kepada KSPPS sesuai schedule yang 
ditetapkan. 
6. Kedua belah pihak setuju mengakhiri persetujuan 
ini, bila pihak anggota telah mengembalikan 
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seluruh jumlah pembiayaan serta kewajiban 
lainnya kepada KSPPS. 
7. Guna menjamin kepastian keamanan pembiayaan 
yang diberikan dan untuk menunjukkan 
kesungguhan serta niat baik dari anggota, maka 
anggota sepakat menyerahkan barang, surat 
berharga atau benda kepercayaan lainnya. 
 
Implementasi akad ijarah pada pembiayaan ijarah di 
KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Cepu dapat 
diuraikan sebagai berikut: 
1. Pihak yang melakukan akad (Mu’jir dan Musta’jir) 
Pihak-pihak yang berakad terdiri dari mu’jir dan 
musta’jir. Mu’jir merupakan pemilik benda yang 
menerima uang (sewa) atas suatu manfaat yaitu pihak 
KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Cepu, 
sedangkan musta’jir adalah orang yang memberikan uang 
atau pihak yang menyewa yaitu pihak anggota yang 
mengajukan pembiayaan.  
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2. Sighat, yaitu ijab dan qabul 
Sighat merupakan perbuatan yang menunjukkkan 
terjadinya akad berupa ijab dan qabul. Dalam akad 
ijarah, ijab adalah pernyataan pihak KSPPS Fastabiq 
Khoiro Ummah Cabang Cepu, sedangkan qabul adalah 
persetujuan dari pihak anggota yang mengajukan 
pembiayaan. Sighat yang digunakan di KSPPS Fastabiq 
Khoiro Ummah Cabang Cepu yaitu berupa tulisan, 
tulisan bisa digunakan sebagai salah satu cara untuk 
mengungkapkan niat dan kehendak. Hal ini ditunjukkan 
dengan adanya pengisian dan penandatanganan formulir 
aplikasi akad ijarah antara anggota dengan pihak KSPPS 
Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Cepu. Di dalam surat 
kontrak atau akad pembiayaan ijarah dituangkan jumlah 
pembiayaan, waktu pembayaran, serta jaminannya. Oleh 
karena itu, akad yang dilakukan melalui tulisan 
hukumnya sah dengan syarat tulisan harus jelas, tampak 
dan dapat dipahami oleh keduanya. 
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3. Ma’jur (Manfaat) 
Manfaat dalam akad pembiayaan ijarah di KSPPS 
Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Cepu yaitu anggota 
menyewa lahan yang digunakan untuk kandang bebek 
dalam jangka waktu 48 bulan atau 2 tahun. 
4. Ujrah (Upah) 
Ujrah merupakan uang (sewa) yang diterima sebagai 
imbalan atas manfaat yang diberikan. Mengenai ujrah di 
KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Cepu sudah 
ditentukan oleh pihak KSPPS di awal akad dengan 
menggunakan bagi hasil (prosentase) yang sudah 





ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI FATWA DSN NO. 
09/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN IJARAH DI 
KSPPS FASTABIQ KHOIRO UMMAH CABANG CEPU 
 
A. Analisis Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan Ijarah di 
KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Cepu 
Lembaga Keuangan Syariah (LKS) diharapkan dapat 
memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi 
masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang 
dikeluarkan, dengan adanya pembiayaan tersebut diharapkan 
mampu memacu masyarakat untuk bisa menciptakan usaha 
dan mampu mengembangkannya. Pada kenyataannya 
masyarakat masih sulit mengembangkan usaha karena faktor 
permodalan. Secara konseptual, ijarah sebagai salah satu 
bentuk akad yang bertujuan untuk mengambil hak guna 
(manfaat) atas suatu barang maupun jasa yang diterima dari 
orang lain dalam waktu tertentu dengan jalan membayar sewa 
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(ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang 
dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. 
Pada dasarnya pembiayaan boleh, kebolehan dari 













Artinya: Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa 
Rasulullah SAW pernah bersabda, “Berikanlah upah 
kepada para pekerja sebelum keringatnya mengering.” 
(HR. Ibnu Majah)1 
 
Maksud hadits di atas adalah berikanlah upah kepada 
seseorang itu pada waktu berakhirnya pekerjaannya dan 
jangan menangguhkannya. Dengan adanya hadits yang 
dikemukakan di atas, jelaslah bahwa upah merupakan sesuatu 
yang dibolehkan. 
Ijarah merupakan salah satu produk yang ditawarkan 
oleh KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Cepu dalam 
penyaluran dananya, di antaranya adalah produk simpanan 
meliputi simpanan suka rela lancar (si rela), simpanan suka 
                                                 
1
 Ibnu Majah, Shahih Sunan Ibnu Majah, e_book, no. 2473. 
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rela berjangka (si suka), simpanan untuk qurban (suqur), 
simpanan masa depan (simapan), simpanan pelajar prestasi 
(simpelpres), simpanan haji mabrur (si mabrur) dan produk 
pembiayaan meliputi pembiayaan mudharabah, pembiayaan 
musyarakah, pembiayaan murabahah dan pembiayaan ijarah. 
Mayoritas produk pembiayaan KSPPS saat ini masih terfokus 
pada produk-produk murabahah (prinsip jual beli). 
Pembiayaan murabahah sebenarnya memiliki kesamaan 
dengan pembiayaan ijarah, yang membedakan keduanya 
hanyalah objek transaksi yang diperjualbelikan tersebut. 
Dalam pembiayaan murabahah yang menjadi objek transaksi 
adalah barang, sedangkan dalam pembiayaan ijarah objek 
transaksinya adalah jasa.  
Pembiayaan ijarah yang di KSPPS Fastabiq Khoiro 
Ummah Cabang Cepu adalah akad atau kesepakatan antara 
satu atau beberapa pihak, yang mana satu pihak sebagai 
penyewa yaitu KSPPS dan anggota sebagai penggarapnya, 
keuntungan maupun kerugian ditanggung bersama-sama 
sesuai dengan kesepakatan. 
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Pada pelaksanaannya anggota yang ingin mengajukan 
pembiayaan ijarah datang ke KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah 
Cabang Cepu atau bagian marketing mendatangi anggota 
yang ingin melakukan pengajuan pembiayaan ijarah. 
Calon anggota melengkapi syarat-syarat yang 
meliputi fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) suami istri, 
fotocopy KK (Kartu Keluarga), fotocopy buku nikah, 
fotocopy BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan 
STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) (jika agunan 
kendaraan bermotor), fotocopy cek fisik nomor mesin dan 
nomor rangka kendaraan bermotor dari Samsat, fotocopy 
SHM (Sertifikat Hak Milik), SPPT (Surat Pemberitahuan 
Pajak Terhutang) Tahunan Terakhir, KTP (Kartu Tanda 
Penduduk) suami istri dan KK (Kartu Keluarga) pemilik 
agunan dan melampirkan dokumen lain yang diperlukan dan 
bersedia menandatangani surat-surat yang terkait dengan 
pembiayaan. Setelah semua persyaratan dipenuhi, KSPPS 
Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Cepu melakukan analisa 
pembiayaan dengan memperhatikan beberapa faktor, yaitu: 
108 
anggota/calon anggota dapat dipercaya, kemampuan anggota 
dalam membayar angsuran, jaminan yang diberikan calon 
anggota baik secara fisik maupun non fisik. Apabila 
pengajuan diterima maka selanjutnya penandatangan untuk 
pencairan dana pembiayaan dan secara tunai diserahkan 
langsung kepada anggota pembiayaan setelah anggota 
menandatangani akad pembiayaan ijarah. 
Pada praktiknya setelah dilakukannya pencairan dana 
pembiayaan 
ijarah oleh KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Cepu, 
maka dana tersebut sudah sepenuhnya menjadi 
urusan/tanggung jawab anggota. Namun dana tersebut 
bukanlah dana untuk keperluan konsumsi sehari-hari 
melainkan dana tersebut merupakan dana produktif. 
Melihat prosedur pembiayaan ijarah di KSPPS 
Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Cepu sudah sesuai dengan 
syari’ah atau belum dapat dilihat dari rukun ijarah adalah 
sebagai berikut:  
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1. Pihak yang melakukan akad (Mu’jir dan musta’jir) 
Pihak yang melakukan akad terdiri dari mu’jir dan 
musta’jir. Mu’jir merupakan pemilik benda yang 
menerima uang (sewa) atas suatu manfaat yaitu pihak 
KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Cepu, 
sedangkan musta’jir adalah orang yang memberikan 
uang atau pihak yang menyewa yaitu pihak anggota 
yang mengajukan pembiayaan. Dalam praktik 
pembiayaan ijarah di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah 
Cabang Cepu dilihat dari segi pihak yang melakukan 
akad sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, 
dimana orang yang berakad baik dari pihak KSPPS 
Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Cepu maupun dari 
pihak anggota sudah sama-sama dewasa, baligh, 
berakal maupun cakap dalam melakukan tasharuf 
(mengendalikan harta), serta saling meridhai antar 
keduanya. 
2. Sighat, yaitu ijab dan qabul 
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Sighat merupakan pernyataan dari kedua belah 
pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal 
atau dalam bentuk pernyataan lain. Ijarah itu terjadi dan 
sah apabila ada ijab dan qabul dalam bentuk pernyataan 
lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan antara 
kedua belah pihak dalam melakukan ijarah. Menurut 
penulis yang terjadi di KSPS Fastabiq Khoiro Ummah 
Cabang Cepu sudah sesuai dengan hukum Islam, karena 
ketika kedua belah pihak berakad dari pihak KSPPS 
Fastabiq Khoiro Ummah menjelaskan apa yang tertulis 
dalam perjanian akad ijarah seperti jumlah plafond, 
ujrah (upah) yang harus dibayarkan, jaminan yang 
disertakan oleh anggota dan lain-lain. Setelah itu 
apabila anggota menghendaki maka selanjutnya adalah 
penandatanganan akad yang berarti diantara kedua 
belah pihak sudah sepakat. 
3. Ma’jur (Manfaat) 
Manfaat merupakan sesuatu dari barang yang 
disewakan atau pekerjaan yang akan dikerjakan. 
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Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui 
secara jelas sehingga tidak terjadi perselisihan 
dibelakang hari. Jika manfaatnya tidak jelas, maka akad 
itu tidak sah.  Spesifikasi manfaat dalam akad 
pembiayaan ijarah di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah 
Cabang Cepu tersebut sudah jelas yakni anggota (Bapak 
Kiswono) menyewa lahan dalam jangka waktu 48 bulan 
atau 2 tahun yang digunakan untuk kandang bebek yang 
telah disebutkan dalam formulir pengajuan pembiayaan, 
maka akad itu sah. 
4. Ujrah (Upah) 
Ujrah merupakan uang (sewa) yang diterima 
sebagai imbalan atas manfaat yang diberikan. Mengenai 
ujrah di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Cepu 
sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena 
telah ditetapkan oleh pihak KSPPS Fastabiq Khoiro 
Ummah pusat di awal akad dengan menggunakan bagi 
hasil (prosentase).  
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Sedangkan prosedur pembiayaan ijarah di KSPPS 
Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Cepu sudah sesuai dengan 
syari’ah atau belum dapat dilihat dari syarat ijarah adalah 
sebagai berikut: 
Pertama, kedua belah pihak yang berakad 
menyatakan kerelaannya melakukan akad ijarah. Apabila 
salah seorang diantaranya terpaksa melakukan hal ini, maka 
akad ijarah tidak sah. Akad ini diterapkan sebagaimana akad 






























Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah 
kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan 
yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan 
janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya 
Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S.An-
Nisa’: 29)2 
 
Hal itu dibuktikan dengan adanya kesepakatan antara pihak 
KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Cepu dengan 
                                                 
2
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an..., h. 65. 
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anggota dalam penandatanganan akad pembiayaan ijarah 
maka akadnya sah. 
Kedua, manfaat dari obyek akad harus diketahui 
sifatnya, jika manfaat jika manfaat itu tidak jelas dan 
menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena 
ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan 
sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut.
3
 Syarat tersebut 
dimaksudkan agar menolak terjadinya perselisihan dan 
pertengkaran. Hal itu dibuktikan dengan adanya penjelasan 
spesifikasi manfaat saat sighat (ijab dan qabul) maka akadnya 
sah. 
Berdasarkan prosedur tersebut maka dapat 
disimpulkan bahwa pembiayaan ijarah di KSPPS Fastabiq 
Khoiro Ummah Cabang Cepu  sudah sesuai dengan ketentuan 
syara’. 
                                                 
3
 Wahbah al Zuhaili, Fiqh al Islami wa Adillatuhu, Jilid 5, 
Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani, h. 391. 
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B. Analisis Mekanisme Implementasi Fatwa DSN No. 
09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah di 
KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Cepu 
Keberadaan fatwa ekonomi syari’ah pada saat ini 
berbeda dengan proses fatwa yang ada pada zaman klasik 
yang cenderung individual atau lembaga parsial. Otoritas 
fatwa tentang ekonomi syari’ah di Indonesia berada dibawah 
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama’ Indonesia. Fatwa 
yang dikeluarkan oleh DSN MUI tentang masalah ekonomi 
syari’ah khususnya lembaga ekonomi syari’ah yang menjadi 
rujukan yang mengikat bagi lembaga-lembaga keuangan 
syari’ah (LKS), demikian pula berlaku bagi masyarakat yang 
berinteraksi dengan LKS di Indonesia. Pihak LKS dapat 
menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara ijarah. 
Pada dasarnya semua pembiayaan prosedurnya sama, 
yang membedakan adalah akadnya. Pada pembiayaan ini 
menggunakan akad ijarah. Di karenakan produk ini berbasis 
jasa pemanfaatan. Pembiayaan ijarah yang diterapkan oleh 
KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Cepu adalah salah 
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satu contoh dari beberapa konsep ekonomi Islam. Kebanyakan 
para anggota KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Cepu 
belum begitu mengetahui tentang akad ijarah sehingga pihak 
KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Cepu menjelaskan 
kepada para anggota secara detail sebelum pengajuan 
pembiayaan ijarah dilaksanakan.  
Dalam Islam konteks muamalah dan pada transaksi, 
pada dasarnya adalah boleh seperti jual beli, sewa menyewa, 
gadai, kerja sama (mudharabah atau musyarakah), 
perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas 
diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, 

















Artinya: Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh 
dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.4 
 
                                                 
4
 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum 
Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis, 
Jakarta: Kencana, 2006, h. 130. 
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Seperti halnya ijarah yang merupakan salah satu 
produk pembiayaan di perbankan Islam. Pembiayaan ijarah 
yang di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Cepu adalah 
akad atau kesepakatan antara satu atau beberapa pihak, yang 
mana satu pihak sebagai penyewa yaitu KSPPS dan anggota 
sebagai penggarapnya, keuntungan maupun kerugian 
ditanggung bersama-sama sesuai dengan kesepakatan. 
Menurut fatwa DSN Nomor : 09/DSN-MUI/IV/2000 
tentang pembiayaan ijarah bahwasannya:  
“Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas 
suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa 
(ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang 
itu sendiri.”5 Dengan demikian akad ijarah tidak ada 
perubahan kepemilikan tetapi hanya perpindahan hak guna 
saja dari yang menyewaakan pada penyewa. 
                                                 
5
 Fatwa DSN Indonesia No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
Pembiayaan Ijarah 
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Dalam fatwa DSN Nomor : 09/DSN-MUI/IV/2000 
tentang Pembiayaan Ijarah terdapat ketentuan yaitu sebagai 
berikut: 
1. Rukun dan Syarat Ijarah 
1) Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa 
pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad 
(berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk 
lain. 
2) Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi 
sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa. 
3) Objek akad ijarah, adalah: 
a. manfaat barang dan sewa; atau 
b. manfaat jasa dan upah. 
2. Ketentuan Objek Ijarah 
1) Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan 
barang dan/atau jasa. 
2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan 
dapat dilaksanakan dalam kontrak. 
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3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat 
dibolehkan (tidak diharamkan). 
4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan 
sesuai dengan syari’ah. 
5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian 
rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) 
yang akan mengakibatkan sengketa. 
6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, 
termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali 
dengan sepesifikasi atau identifikasi fisik. 
7) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan 
dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran 
manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam 
jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah 
dalam ijarah. 
8) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa 
(manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek 
kontrak. 
119 
9) Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa 
atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, 
tempat dan jarak. 
3. Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah 
1) Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang 
atau jasa: 
a. Menyediakan barang yang disewakan atau 
jasa yang diberikan. 
b. Menanggung biaya pemeliharaan barang. 
c. Menjamin bila terdapat cacat pada barang 
yang disewakan. 
2) Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat 
barang atau jasa: 
a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung 
jawab untuk menjaga keutuhan barang serta 
menggunakannya sesuai kontrak. 
b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang 
sifatnya ringan (tidak materiil). 
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c. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena 
pelanggaran dari penggunaan yang 
dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak 
penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak 
bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. 
3) Jika salah satu pihak tidak menunaikan 
kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di 
antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan 
melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak 
tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
6
 
Dalam ketentuan objek ijarah point 6 disebutkan 
bahwa, “Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, 
termasuk jangka waktunya, bisa juga dikenali dengan 
spesifikasi atau identifikasi fisik.” Namun di dalam 
pelaksanaan akad ijarah di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah 
Cabang Cepu spesifikasi manfaat, jangka waktu sewa dan 
keterangan membayar tidak disebutkan dengan jelas dalam 
                                                 
6
 Fatwa DSN Indonesia No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
Pembiayaan Ijarah. 
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akad perjanjiannya karena sudah disebutkan dalam formulir 
pengajuan pembiayaan. 
Dari uraian di atas penulis dapat menyimpulkan 
bahwa ketentuan objek ijarah yang tertuang dalam akad 
ijarah antara anggota dengan KSPPS Fastabiq Khoiro 
Ummah Cabang Cepu sudah sesuai dengan ketentuan objek 
ijarah yang terdapat dalam fatwa DSN Nomor 09/DSN-






Sebagaimana yang telah penulis uraikan dalam 
pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya atas judul 
dari Analisis Terhadap Implementasi Pembiayaan Ijarah 
Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 
Tentang Pembiayaan Ijarah (Studi Kasus di KSPPS Fastabiq 
Khoiro Ummah Cabang Cepu), berikut dapat ditarik 
kesimpulan yaitu: 
1. Praktik prosedur pembiayaan ijarah yang terjadi di 
KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Cepu sudah 
sesuai dengan ketentuan syara’. 
2. Mekanisme implementasi ketentuan objek ijarah yang 
tertuang dalam akad ijarah antara anggota dengan 
KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Cepu sudah 









Berdasarkan pembahasan skripsi ini dalam ruang 
lingkup ijarah, maka penulis ingin menyampaikan beberapa 
saran yang berkaitan tentang Analisis Terhadap Implementasi 
Pembiayaan Ijarah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 
09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah (Studi 
Kasus di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Cepu), 
semoga bermanfaat, yaitu: 
1) Bagi pihak KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang 
Cepu hendaknya dapat menjalankan kegiatan 
operasionalnya berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan 
yang ada di dalam fatwa Dewan Syari’ah Nasional 
Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menjadi 
landasan operasional dan menjadi rujukan yang mengikat 
akad pembiayaan di lembaga keuangan syari’ah. Jika 




sulit untuk dilaksanakan, maka saran penulis KSPPS 
Fastabiq Khoiro Ummah harus mencari jalan alternatif 
yang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam 
muamalah. 
2) Bagi anggota maupun calon anggota KSPPS Fastabiq 
Khoiro Ummah Cabang Cepu hendaknya harus 
menanyakan dan memahami dengan jelas segala sesuatu 
yang berkaitan dengan produk pembiayaan yang akan 
diajukan dan digunakan agar tidak terjadi kesalahan 
dalam menjalankan suatu akad perjanjian. Jika dalam 
suatu perjanjian pembiayaan anggota merasa 
berkeberatan dengan aturan ataupun ketentuan yang 
berkaitan dengan produk pembiayaan yang akan 
digunakan maka katakanlah dan lakukan negoisasi agar 
tercapai kesepakatan yang seimbang sehingga tidak ada 
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selaku Relationship Officer (RO) dan Indah Maretna 
Rizky Imami (Mba Riris) selaku Customer Service 
dan Back Officer (CSBO) KSPPS Fastabiq Khoiro 
Ummah Cabang Cepu, Blora: KSPPS Fastabiq 
Khoiro Ummah Cabang Cepu, tanggal 5 April 2017. 
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1. Bagaimana sejarah berdirinya KSPPS Fastabiq Khoiro 
Ummah Cabang Cepu? 
2. Apa visi, misi dan strategi dari KSPPS Fastabiq Khoiro 
Ummah Cabang Cepu? 
3. Apa saja produk KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang 
Cepu? 
4. Apa yang dimaksud dengan pembiayaan ijarah? 
5. Akad ijarah apa yang diaplikasikan di KSPPS Fastabiq 
Khoiro Ummah Cabang Cepu? Ijarah murni/Ijarah muntahiya 
bi tamlik atau ada konsep ijarah lain? 
6. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan ijarah pada 
KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Cepu? Syarat-syarat 
apa saja yang harus dipenuhi calon anggota pembiayaan? 
7. Apa saja yang dianalisis dalam melaksanakan permohonan 
pembiayaan ijarah di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah 
Cabang Cepu? 
8. Jika dilihat dari sistem pembiayaan, apakah staff marketing 
sebelumnya melakukan survey untuk pembiayaan ijarah 
terhadap anggota? 
9. Apakah dalam pembiayaan terdapat jaminan? Jika ada berupa 
apa? Apa fungsi dari jaminan tersebut? 
10. Pembiayaan jenis apa yang paling diminati anggota? 
 
 
Wawancara dengan Branch Manager (Manajer Cabang) 
KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Cepu 
Penulis  : Mohon maaf sebelumnya pak, dalam 
ketentuan fatwa DSN MUI No. 09/DSN-
MUI/IV/2009 ditentukan bahwa, “Manfaat 
harus dikenali secara spesifik manfaat 
harus dinyatakan dengan jelas, termasuk 
angka waktunya sedangkan pada akad 
perjanjian pembiayaan ijarah yang tertulis 
hanya disebutkan “Pihak I menyewakan 
barang kepada Pihak II berupa dengan 
spesifikasi”, apakah tidak menyalahi 
aturan jika pembiayaan seperti praktiknya 
tersebut? 
Branch Manager : Yang kita sewakan yaitu lahan, lahan tanah 
atau sebidang tanah lalu kita beli dulu terus 
habis itu kita sewakan dengan spesifikasi  
berarti tanah letaknya dimana, ukurannya 
berapa itu tanahnya dibuat untuk apa, 
misal sudah ada bangunannya atau yang 
sudah saya jelaskan, nah itu kita sewakan 
kepada anggota (Pak Kiswono) ini. Jadi 
untuk lahan ternak bebeknya berarti 
pembiayaan disini untuk beli itu tadi 
(untuk beli tanah) lha tanahnya kita ACC 
pakai ijarah karena itu sewa punya 
masyarakat, seperti itu. 
Jadi, spesifikasi itu menunjukkan detail 
dari apa yang kita sewakan kepada 
anggota.  
Example:  
Ijarahnya semisal sewa bangunan ruko, 
berarti yang kita sewakan itu rukonya, 
lokasinya dimana terus seperti apa, terus 
sewanya itu harus detail, itu sewanya 
berapa tahun, misal mau sewa dua tahun 
untuk toko baju-baju muslimah, nah itu 
harus jelas apa namanya, untuk sewanya 
untuk satu tahunnya, dikenakan berapa dan 
untuk margin yang kita inginkan berapa itu 
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